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RINGKASAN

Penelitian ini akan mengungkap tiga permasalahan, yaitu tentang (1) pentingnya
pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi, (2) dampak pengaturan lisensi
paten terhadap pelaksanaan alih teknologi dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan pemerintah dalam pengaturan lisensi paten. Permasalahan tersebut dipecahkan
dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah
kualitatif-induktif~verifikatif, Penelitian lapangan dilakukan pada BKPMD Jawa Tengah
dan Jawa Timur dan dua perusahaan joint ventufe (PT IK dan PT IS).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadapnya diperoleh beberapa
kesimpulan. Pertama, Lisensi paten perlu diatur secara khusus karena lisensi paten
sebenarnya berpotensi sebagai alat untuk alih teknologi yang cukup efektif. Kedua,
Pengaturan terhadap lisensi paten akan berpengaruh terhadap keseimbangan antara pihak
dalam negeri dan pihak asing sehingga alih teknologi yang diatur di dalamnya dapat
dilaksanakan dengan konsisten. Kefiga, Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan
pemérintah délam pengaturan lisensi paten, yaitu faktor | .pertimbangan investasi,
kemauan politik (politicall will) dan urgensi alih teknologi. Berdasarkan kesimpulém yang
dihasilkan penelitian ini, dirckomendasikan agar pemerintah dan lembaga perwakilan
rakyat segera membuat peraturan khusus agar tidak menimbulkan ambiguitas penafsiran

tentang ketentuan lisensi paten.

SUMMARY

e

This research was conducted for reveal three problems, i.e. about£ (1) the
importance of paten license regulation on technology transfer, (2) the impact of paten
license regulation in technology transfer, (3) the factors which influence to government
policy on paten license regulation. The problems were solved by socio-legal research
approach. The research type was qualitative-inductive-verifycative. The research was
conducted in Semarang City (Central of Java) and Surabaya City (East Of Java) and two
joint venture corporations, PT IK and PT IS.
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Based on the resuits and the analysis, there were some conclusions. First, paten
license need to be arranged in special regulation because paten license could be use as a
tool of technology transfer. Second, the regulation of paten license will give the impact
for balancing the position of Indonesian partner and foreign partner, so process of
technology transfer could be done as well as possible. Third, some factors which
influence the government to regulate the paten license are investment consideration,
political will it self, and the urgency of technology transfer in government perspective.
Based on the conclusion of this research, recommended that government and the
parliament should make a special regulation in paten license in order to there no

ambiguity in rules.
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BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah dengan
mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia. Upaya tersebut dapat
ditempuh dengan membuka peluang masuknya modal asing melalui penanaman modal
asing (investasi asing). Upaya ini ditempuh karena adanya keterbatasan pihak dalam
negeri Indonesia di bidang maedal, teknologi, skills dan manajemen. Sementara itu
investor asing tersebut mempunyai keunggulan modal, skills, teknologi dan manajemen
tersebut,

~Berkaitan dengan peranan PMA, Soemantoro menyatakan bahwa peran ideal dari
suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya
transfer of capital, fransfer of technology dan transfer of management. Transfer of
technology antara lain dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami
ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing. '

Kegtiatan investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi secara
langsung (100% asing) dan secara patungan (Joint Venture). Kegiatan investasi secara
langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA murni 100%, menjadi menarik
untuk dikaji terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994
tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, yang
dinilai sebagai kebijakan yang paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di
Indonesia.

Bentuk PMA 100% meskipun dimungkinkan, namun’ investast Joint Venture
(Patungan) oleh pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang
dibarapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kapada pihak Indonesia -
daripada suatu PMA yang lahgsung (straight foreign investment), oleh karena sebagian
dari suatu keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu

Jjuga diharapkan melalui Joint Venture (Patungan) pengusaha Indonesia akan dapat lebih

' Soemantoro, Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing, Alumni, Bandung, 1984, hal.67-68.



cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dan
teknologi yang digunakan dari patner asingnya.”
Manfaat yang lebih banyak tentu diharapkan dapat dipetik oleh mitra nasional
(lokal), seperti adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut 3
1. Keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri. '-i
2. Mendapatkan feknologi yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau tidak sanggup
membelinya melalui lisensi.

3. Menghasilkan management transfer yang tidak sanggup diperoleh melalui
managemeﬁt coniracy.

4. Memperoleh kesempatan pangsa pasar ekspor yang sulit ditembus sendiri.

Joint Venture (Patungan) merupakan salah satu sarana untuk melakukan program
alih teknolegi secara komersial, disamping masih banyak saluran lain, misalnya melalui
investasi langsung, lisensi, franchising, management contract, technical service contraic,
turn key contract, dan international sub-contracting.”

Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dlmaksud modal asing ialah mehputl alat-
alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan
yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai
dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa
modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula
alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,
penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakén délém perusahaan di
Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi digunakan kembali
di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 sub b UUPMA tersebut merupakan
dasar peraturan bagi pengaturan alih tekunologi di Indonesia.

Dasar peraturan tentang alih teknologi juga dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA.
Pada pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban
menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan di dalam dan atau diluar negeri secara

teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga—

% Sunarjati Hartono, Masalah-Masalah dalam Joint Venture antara Modai Asing dan Modal Indonesia,

Alumni, Bandung, 1974, hal.11.

Dj. A. Simarta, Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modai, Gramedia,
Jakarta,1984, hal.23.

Lihat Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, UNTCAD, 1989.
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tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia
sendiri.

Bertitik tolak pada pengertian modal bersama dalam Joint Venture (Patungan),
perusahaan patungan dapat menjadi sarana yang efektif bagi program alih teknologi. Alib
teknologi seharusnya dapat berlangsung secara otomatis, tanpa dipandang sebagai cos?
melalui berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lisensi.

Akan tetapi, tidak. Sctiap usaha patungan, proses alih teknelogi berlangsung secara
otomatis, karena dalam praktek teknologi yang diperlukan perusahaan patungan itu ada
kalanya dimiliki pihak ketiga.. Dengan kata lain, pemilik atau pemegang teknologi berada
di luar mitra perusahaan patungan itu, atau juga berada diluar induk atau anak perusahaan
mitra asing,

Selain itu, apabila diamati kontrak-kontrak yang terdapat dalam perusahaan
patungan, terlihat adanya kecenderungan pengalihan teknologi tidak berjalan secara
otomatis. Perjanjian Dasar atau (Basic Agreement) perusahaan patungan yang memuat
persetujuan tentang aspek permodalan, manajel_nen', penggunaan tenaga ahli, pembagian
keuntungan, penyediaan peralatan, dan bahan baku, selalu diiringi dengan perjanjian lain,
seperti : patent licencé, management contract, technical assistance and technical service,
rental agreement, franchice and brand name use agreement . |

Kecenderungan itu terjadi, kerena dipisahkannya teknologi yang digunakan

- perusahaan patungan itu dari pengertian modal (asing). Dengan kata lain, teknologi tidak
dipandang sebagai pemasukan '(inbre'ng) atau bagian dari modal-yang ditanam- pihak
asing, tetapt dianggap sebagai cesf yang timbul dari pengelolaar. perusahaan patungan.

Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungin akan menerima’
teknologi melalui berbagai kontrak kerjasama teknologi yang diadakan antara mitra asing
dan lokal, walaupun mitra yang bersangkutan menjadi pemegang saham pems'éhaan
patungan yang bersangkutan. |

Meskipun demikian, alih teknologi déwasa ini harus secepatnya dilakukan,
terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang, agar tidak mengalami
kesenjangan yang sangat mencolok dibandingkan dengan negara maju. Bagi penanam
modal asing, proses mengadakan alih teknologi merupakan kewajiban yang telah

disepakati antara perusahaan PMA dengan pemerintah Indonesia. Kegiatan alih teknologi




dimaksudkan agar setclah masa berlaku ijin operasional PT PMA (30 tahun) berakhir,
penduduk pribumi Indonesia dapat melangsungkan kegiatan perusahaan tersebut dengan
tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing.

Di dalam perdagangan teknologi melalui perjanjian lisensi, peranan Hukum Hak
Milik Intelektual, termasuk di dalamnya Hak Paten adalah sangat penting, karena salah
satu saluran alih teknologi adalah melalui lisensi paten tersebut. Sampai sekarang belum
ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang lisensi
paten. Secara terbatas kita dapat menemukan peraturan mengenai Lisensi Paten pada
Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yang telah diperbaharui dengan
Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6
Tahun 1989 tentang Paten dan terakhir diubah dengan UU No.14 Tahun 2001. Pada
Bagian Keduna undang-undang tersebut lisensi paten diatur dalam Pasal 69 sampai dengan
Pasal 73. Pengaturan pada pasal tersebut masih terlalu sumir, belum mencakup segala
aspeknya, schingga dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa ketentuan mengenal perjanjian
lisensi paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi
paten belum ada, maka dasar peraturan di fingkat nasional, pembuatan lisensi paten
antara pihak Indonesia déngan pihak asing masih berdasarkan pada Pasal 1338 KUH
Perdata ayat (1) yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini merupakan dasar
hukum asas kebebasan berkontrak setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keadaan ini mengakibatkan Perjanjian Lisensi Paten
biasanya hanya dibuat tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ‘ada. Di tingkat
internasional, kontrak lisensi paten antara lain diatur melalui Licencing Guide for _
Developiné Countries, Geneva, 1977 yang diterbitkan oleh Wé}r!d Intellectual Property
Rights Organization (WIPO). "

Dalam perjanjian Joint Venture (Patungan) PMA seringkali pihak-pihak yang
bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat
cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu

meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pasar bebas,



dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi
perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan.

Berkaitan dengan peranan PMA, Soemantoro menyatakan bahwa peran ideal
dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan
terjadinya fransfer of capital, transfer of technology dan transfer of management.5
Berkaitan dengan perusahaan joint venture, iransfer of technology antara lain
dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami ketergantungan yang
berkepanjangan pada patner asing.

Bertitik tolak pada pengertian modal bersama dalam joint venture, perusahaan
patungan dapat menjadi sarana yang efektif bagi program alih teknologi. Alih teknologi
seharusnya dapat berlangsung secara otomatis, tanpa dipandang sebagai cost melalui
berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lisensi. |

Dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa alih teknologi pada perusahaan
joint venture tidak secara otomatis. Kecenderungan itu terjadi, karena dipisahkannya
teknologi yang digunakan perusahaan patungan itu dari pengertian modal (asing ) .
Dengan kata lain, teknologi tidak dipandang sebagai pemasukan (inbreng ), tetapi
dianggap sebagai cost yang timbul dari pengelolaan perusahaan patungan..
Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungan akan menerima teknologi
melalui berbagai kontrak kerjasama teknologi, miéalnya dengan kontrak lisensi paten,
walaupun mitra yang bersangkutan'menjadi pemegang saham perusahaan patungan
yang bersangkutaﬁ.

Sampai sckarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang
secara jelas mengatur tentang lisensi paten. Secara terbatas kita dapat menemukan
peraturan mengenai Lisensi Paten pada Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang
Paten, yaitu Pasal 69 - Pasal 73. Pengaturan pada pasal tersebut masih terlalu sumir,
belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa ketentuan
mengenai perjanjian lisensi paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Oleh karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang

lisensi paten belum ada, maka pembuatan lisensi paten masih berdasarkan pada Pasal

’ Saemantoro, Kerjaswma Patungan Dengan Modal Asing, Alumni, Bandung, 1984, hal.67-68.




1338 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini merupakan
dasar hukum asas kebebasan berkontrak setelah terpenuhinya persyaratan yang
ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam petjanjian Joinf Venture ( Patungan ) PMA seringkali pihak:pihak yang
bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat
cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu
meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pasar bebas ,
dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi
perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan,

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan {(Joinf Venture
Agreement) pernah dilakukan oleh Sri Purwaningsih". Dari penelitian ini terungkap
bahwa ratio pemilikan saham mempengarvhi penentuan komposisi pengurus perusahaan
(direksi dan komisaris). Tetapi komposisi tersebut ternyata tidak selalu mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian tersebut. Terkait dengan pelaksanaan alih teknologi juga terbukti
bahwa meskipun peserta Indonesia mempunyai saham mayoritas, alih teknologi belum
tentu dapat dilaksanakan. Sebaliknya meskipun peserta asing yang mempunyai saham
mayoritas, alih teknologi justru dapat dilaksanakan.

Berdasarkan salah satu temuan pada penelitian tersebut, maka perlu penelitian
lebih lanjut terhadap adanya indikasi tidak dilaksanakannya alih teknologi pada
perusahaan patungan khususnya melalui kontrak lisensi paten. Asumsi yang kemudian
muncul adalah indikasi tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada
lisensi paten tetapi tidak dilaksanakan secara efektif karena beberapa hal misalnya ratio
kep-emilikan saham, belum adanya campur tangan pemerintah, itikad para pihak dan
faktor sosial ekonomi serta pengaturan lisensi paten yang belum dilakukan secara
spesifik (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) yang masih memerlukan penelitian lebih
lanjut. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “ Urgensi Pengamran Lisensi Paten
Dalam Rangka Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture

menjadi penting untuk dilakukan,

® Sri Purwaningsih, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) di
Propinsi Dati | Jawa Tengah, Tesis Program Studi Magister 1lmu Hukum Undip,1996.




BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauvan Umum |

Dalam rangka mengungkap problematik yang terkandung dalam kajian tentang
implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusshaan Joint
Venture ( Patungan ) digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, yaitu :

1. Teori yang bersifat yuridis-normatif, dalam rangka mengupas masalah-masalah yang
berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta kajian yang bersifat
yuridis analitis (pemikiran para ahli) berkaitan dengan problematik tersebut. Hal ini
digunakan karena pada dasamya hukum itu bersifat normatif, sehingga penelitian
hukum pun juga bersifat normatif. Oleh karena itu pendekatannya digunakan teori
yang bersifat yuridis-normatif pula. Jadi dengan perkataan lain bahwa penelitian

hukum harus tetap bertitik tolak pada norma-norma hukum yang terkait.

2. Teori yang bersifat yuridis-sosiologis; dalam rangka mengupas masalah-masalah
yang berkaitan dengan implementasi perafuran perundang-undangan di bidang lisensi
paten, alih teknologi dan Joint Venture ( Patungan ) serta faktor-faktor sosial yang
mempengaruhinya. Penggunaan teori in1 penting karena hukum tidak dapat dipahami

dengan baik tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial di luamya yang akan

berinteraksi secara resiprositas. Untuk memahami imi)l_e_mantasi hukum dalam - -

masyarakat, maka teori yang bersifat yuridis-sosiologis mutlak diperlukan apabila
penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan antara das Sollen dengan das
Sein, antara law in books dengan law in aci;on-nya. Teori yang akan digunakan yaitu
teori tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat (Robert B.Seidman dan William J.
Chambliss). .
Kedua jenis teori tersebut tidak dapat dipisahlepaskan, mengingat problematik
yang diajukan tidak dapat dipecahkan hanya dengan kajian-kajian yuridis-normatif saja,
melainkan diperlukan juga kajian-kajian yang bersifat yuridis-sosiologis. Dalam hal ini

kedua kerangka pemikiran tersebut tidak akan dipisahkan atau dibagi secara dikhotomis.



Keduanya seperti dua sisi dari satu mata vang yang saling melengkapi secara simultan
sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Kegiatan investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu
secara langsung dan secara patungan {(Joint Venture ( Patungan )). Kegiatan investasi
langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA mumi 100% memang
dimungkinkan, namun investasi Joint Venture { Patungan ) oleh Pemerintah Indonesia
tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan
keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung
(straight foreign investment), oleh karena sebagian keuntungan perusahaan akan
diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu melalui Joint Venture ( Patungan ),
pengusaha Indonesia diharapkan dapat lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja,
terutama mengenai manajemen perusahaan dari patner asingnya.’

Joint Venture ( Patungan ) merupakan salah satu sarana untuk melakukan alih
teknologi secara komersial, disamping masth banyak saluran lain, misalnya melalui
investasi langsung . (foreign direct investment), licence, franchising, management
contract, markeling contract, technical service contract, turn key contract dan
inlernationa sub—conrractingz .

Berkaitan dengan arti penting teknoiogi dalam upaya pengembangan
perekonomian, Sri Redjeki Hartono® menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah
Perang Dunia II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan
produktiﬁtas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Disamping itu terjadi pula
perkembangan dan loncatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menghasiltkan
berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap
pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi.
Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa leknofogi baru merupakan juga
suatu komoditi baru. | a

Dasar peraturan tentang alih teknologi dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada

pasal inmi ditegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewaiinar:

' Sunaryati Hartono, Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia, Alumi,
Bandung, 1974, hal.11.

2 Lihat Rancangan [nternational Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD, 1989.

* Sri Redjeki Hartono, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Gury

Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.4.5



menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan di dalam dan atan diluar negeri secara
teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga—
tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia
sendiri. Alih teknologi menjadi mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi

kesenjangan antara negara pemilik modal dengan negara penerima modal dan tidak
_ terjadi ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Menurut Juajir Sumardi* sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih
teknologi, antara lain :

1) Investasi langsung, dimana wujud dari investasi langsung ini adalah :

a. Melalui cabang perusahaan transnasional (wholy ewned subsidiary), yang terutama
diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.

b. Melalui Joint Venture ( Patungan ), yang pengaturannya dapat dilihat pada “Joint
Venture ( Patungan ) agreement”, perjanjian penanaman modal asing dan
“licencing agreement”. |

2) Pemberian lisensi kepada non subsidiary atau independence local firm, yang |
pengaturannya dapat dilihat pada licencing agreement yang di adakan oleh dan antar
perusahaan transnasional dan local firm.

United Nation Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan
alih teknologi seba_gai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri,
yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu 5
1) Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.

2) Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penecrima
teknologi tersebut dan ’ )

3) Pengembangan kemampuan indigencous techno!&gw untuk inovasi. Yang dimaksud
dengan indegeneous technology capabilities® adalah :

a. Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan.

b. Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor.

* Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal [12.

* United Nation Centre on Transnational Corporation and Transfer Technology : Effect and Policy Issues,
United Nations, New York, 1982, hal 1,

® Peter Mahmud Marzuki, Luasnya Perlindungan Paten, Jurnal Hukum Ul), No.12 Vol.6, 1999, hal. 29,



¢. Kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses yang
menghasilkan produk-produk (inovasi).

Menurut Kokkini-latridou dalam bukunya “Contracts for the Transfer -of
Technology” sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso dkk’, alih teknologi yang dilakukan
secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan contract for the transfer
of technology atau technology contract. Istilah tersebut banyak digunakan dalam
beberapa ketentuan hukum nasional dan regional, namun hingga sekarang ini masih
belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasikan
sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk tingkat nasional, regional maupun
internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai scjumlah
perbedaan titel {titels).

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori
utama, yaitu : '

1) Licencing Agreement , kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang
berkaitan dengan paten, know-how, merek dagang dan franchise. '

2} Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (fechnical assistance). Yang
termasuk dalam kategori kedua ini antara lain : furn key contract, contract fbr
providing technical service, dan design and engineering contracts.

Dalam banyak hal, alih teknologi di negara-negara berkembang banyak
dilakukan dengan licensing agreement. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor,
yaitu : |
1} Lisensi memerlukan sedikit, bahkan tidak sﬁma sekali kebutuhan akanumodal dari

pihak asing atau pemegang hak atas teknologi yang bersangkutan (:’iéeﬁsor). Dalam
hal patungan atau pembentukan wholly-owned subsidiares, kedua cara ini jelas
memerlukan investasi yang tidak sedikit.

2) Sebagai konsckuensi dari sangat sedikitnya investasi yang mungkin dibebaﬁkan pada
pihak asing, sering dikatakan bahwa dalam bidang lisensi ini masalah risiko sangat

kecil sekali. Risike yang dimaksud disini terutama adalah risiko terjadinya

7 Budi Santoso dkk, Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangha Alih

. Teknologi, Tidak diterbitkan, FH UNDIP, Semarang, 1999, hal. 20-21,
Ibid.

? Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE) FH U Beketjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), Kerjasama Pemindahan Teknologi, November 1979, hal. 11-12.
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nasionalisasi atau konfiskasi oleh pemerintah setempat. Sebaliknya risiko potensial
bisa timbul adalah kemungkinan pihak penerima lisensi (licensee) menjadi
saingannya (competitor) segera setelah perjanjian lisensi berakhir.

3) Dari segi pemasaran (marker), cara melalui pemberian lisensi ini dianggap dapat lebih
cepat menguasai pasaran atau setidak-tidaknya mempercepat penetrasi pada wilayah
pasar tertentu.

Dalam konteks penanaman modal asing, kontrak lisensi merupakan dasar utama
bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pthak
asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Kontrak lisensi
tersebut pada umumnya diselenggarakan pada perusahaan-perusahaan patungan (Joint
Venture ( Patungan j) di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang
memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.*

Kontrak/perjanjtan lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian
seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang.-
berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah
mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia."* _

Dalam kontrak lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat asas-
asas yang sangat penting untuk diketahui para pihak, khususnya oleh pihak licensee, agar
kontrak tersebut sungguh-sungguh dapat mencﬁpai sasaran dan tujuannya. Asas itu
mnsalnya asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.

Di Indonesia lisensi paten diatur UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten yaltu
diatur pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 73. Namun hukum materii] lisensi paten secara
khusus belum diatur. o

Lisensi paten merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari
pemilik teknologi kepada penerima teknologi, karena lisensi paten pada dasarnya
merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum

oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi.'

1 Soemantore, Hukum Ekonomi,Ul Press, 1989, hal.119,

* Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994 hal.114,

'> Amir Pamnuntjak, Sistem Paten-Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Diambatan,

Jakarta, 1994, hal.t 1,
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_ Di bagian muka telah dijelaskan bahwa lisensi paten ini merupakan kontrak
yang menyertai Basic Agreement pada perusahaan Joint Venture ( Patungan ). Oleh
~karena itu keberhasilan pelaksanaan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih
teknologi) ini sangat tergantung banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat
yuridis normatif (menyangkut peraturan perundang-undangannya), penegakannya (para
pihak dan peranan pemerintah) sebagaimana telah diuraikan, serta faktor yang bersifat
yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku
bisnis). Berikut ini akan diurajkan tinjauan secara yuridis-sosiologis tersebut.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat
hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat.
Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (as a tool of social
control) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (as a tool
of social engineering) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound."

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum
" “sebagai sarana, didasarkan pada dua konsep _yarig'berbcda, yaitu konsep tentang ramalan-
ramalan mengena_i akibat-akibat (prediction of consequences) yang dikemukakan oleh
Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari
suatu peraturan hukum.** —

Lundberg dan Lansing mengemukakan bahwa setiap aturan hukum yang
mengakibatkan perubahan sosial, memberi dorongan pada tingkah laku pemegang peran.
Sedangkan tingkah laku setiép indi‘vidu mewiujudkan suatu ﬁmgéi-dalam bidang di tempat
individu tersebut bertingkah laku. Hans Kelsen mengemukakan bahwa pératuran hukum
vang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di negara modern mempunyai aspek
rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang
menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pul.a ﬁa&a hakim
(pemerintah) agar apabila menurut pendapat hakim (pemerintah) anggota masyarakat itu
melanggar peraturan hukum tersebut, maka hak_im (pemerintah) hendaknya memberikan

sanksi kepadanya.

¥ Ronny Hanitijo Soemitro, Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV
Apgung, Semarang, 1989, hal.23.
* Ibid, hal 23.
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Dari konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert
B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya
hukum di dalam masyarakat. Teori inilah yang akan digunakan untuk menganalisi
permasalahan yang diteliti dari aspek yuridis-sosiologisnya.

Berhubungan dengan pelaksanaan alih teknologi, lisensi paten dapat berfungsi
sebagai alat rekayasa untuk merealisasikan program alih teknologi tersebut. Melalui
sarana ini diharapkan pelaksanaan alih teknologi dapat berjalan secara efektif."® Dalam
hal ini kontrak lisensi berperan sebagai stimulusnya dan alih teknologi sebagat respons.
dari stimulus tersebut.

Melalui teori ini juga dapat diduga bahwa dengan sarana kontrak lisensi paten,
alih teknologi pada perusahaan Joint Venture ( Patungan ) dapat dilaksanakan atau
mungkin yang terjadi justru sebaliknya, lisensi paten tidak selalu menjadi faktor yang
kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran
bahwa implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih feknologi juga sangat ditentukan
oleh pola pengaturan lisensi paten, motivasi pelaku bisnis, struktur kepengurusan
perusahaan, komposisi kepemilikan saham, kultur hukum pelaku bisnis, pertimbangan
ekonomis, kondisi sosial-politik, dan variabel-variabel sosial lainnya, yang semuanya
melatarbelakangi tindakan pelaku bisnis dalam perusahaan Joint Venture ( Patungan )
tersebut. Pertimbangan ekonomis (untung-rugi) misalnya, seringkali mendominasi

perilaku masyarakat bisnis (pengusaha).

** Amir Pamnuntjak, op. cit. hal.13.
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B. Peranan Lisensi Paten dalam Alih Teknologi

Berkaitan dengan arti penting teknologi dalam wupaya pengembangan
perckonomian, Sri Redjeki Hartono™® menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah
Perang Dunia II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan
produktifitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Di samping itu terjadi pula
perkembangan dan loncatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menghasilkan
berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap
pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi.
Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa teknologi baru merupakan juga
suatu komoditi baru yang dapat diperjual belikan melalui kontrak lisensi termasuk dalam
rangka alih teknologi.

Dasar peraturan tentang alih teknologi dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada
pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban
menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan di dalam dan atau diluar negeri secara
teratur dan terarah bagi warga negéra Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga—
tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia
sendiri. Alih teknologi menjadi mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi
kesenjangan antara negara pemilik modal dengan negara penerima modal dan tidak
terjadi ketergan:tungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Menurut Juajir Sumardi'’ sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih
teknologi, antara lain :

1) Investasi langsung, dimana wujud dari investasi langsung ini adalah : -
a. Melalui cabang perusahaan transnasional (wholy ewned subsidiary), yang terutama
diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.
b. Melalui Joint Venture ( Patungan ), yang péngaturannya dapat dilihat pada “Joint
Venture ( Patungan ) agreement”, perjanjian penanaman modal asing dan

“licencing agreement”.

' Sri Redjeki Hartono, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Guru
Bcsar di datam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.4-5

"7 Juajir Sumardi, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 112.
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2) Pemberian lisensi kepada non subsidiary atau independence local firm, yang
pengaturannya dapat dilihat pada licencing agreement yang di adakan oleh dan antar
perusahaan transnasional dan local firm.

Menurut Kokkini-latridou dalam bukunya “Contracts for the Transfer of
Technology” sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso dkk 18 alih teknologi yang
dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan confract for
the transfer of technology atau technology contract. Istilah tersebut banyak digunakan
dalam beberapa ketentuan hukum nasional dan regional, namun hingga sekarang ini
masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasikan
sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk tingkat nasional, regional maupun
internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai sejumlah
perbedaan titel (titels).

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori
utama, yaitu :

3) Licencing Agreement , kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang
berkaitan dengan paten, know-how, merek dagang dan franchise.

4) Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (technical assistance). Yang
termasuk dalam kategori kedua ini antara lain : turn key conmtract, contract for
providing technical service, dan design and engineering contracts."”

Dalam konteks penanaman modal asing, kontrak lisensi merupakan dasar utama
bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak
asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Kontrak lisensi
tersebut pada umumnya diselcn'ggarakan pada perusahaan-perusahaan patungan (Joint
Venture ( Patungan )} di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang
memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.?

Kontrak/pérjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian
seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang

¥ Budi Santoso dkk, Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih
Teknologi, Tidak diterbitkan, FH UNDIP, Semarang, 1999, hal. 20-21.

19 [ :
Ibid.

2 goemantoro, Hukum Ekonomi Ul Press, 1989, hal.119,

15



berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah
mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia.*!

Dalam kontrak lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat asas-
asas yang sémgat penting untuk diketahui para pihak, khususnya oleh pibak licensee, agar
kontrak tersebut sungguh-sungguh dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Asas itu

misalnya asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.

€. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi.

a. Pentingnya Peranan Lisensi Paten dalam Pelaksanaan Alih Teknologi.
Teknologi dapat dialihkan melalui beberapa cara atau saluran, baik secara
komersial maunpun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-

komersial biasanya melibatkan pemerintak dalam bentuk program-program :

(1) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan;
(2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam pubiik_asi luar negeri kepada
pemerintah; |
{3) Penggunaan expertise dari luar negeri; dan
(4) Program kerjasama teknik antar negara.
Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengallhan

teknologi secara komersial, yaitu :

(1) Foreign Direct Investment;
(2) Joint Venture;

(3) Licence;

(4) Franchising;

o

(3). Management Contract;
(6} Marketing Contract;

(7) Technical Service Contract;

* Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakii, Bandung,
1994 hal.114.
2 periksa Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD, 1989,
Periksa juga UNCTC, Op. Cit, hal 2.
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(8) Turn key Contract;
(9) International sub-contracting

Pada penelitian ini yang dibahas adalah pengalihan teknologi melalui joint
venture dan melalui lisensi, Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dilakukan
melalui perjanjian lisensi paten dalam rangka penanaman modal asing khususnya joins
venture. Melalui kontrak lisensi paten ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan
teknologinya dengan memberikan hak-hak tertentu kepada orang atan badan hukum lain

untuk melaksanakan (mengeksploitasi) teknologinya dengan suatu lisensi.

Perjanjian lisensi khususnya terhadap hak-hak milik perindustrian seringkali
terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan
dengan hak paten. Lisensi paten telah mendapat tempat formal dalam hukum di Indonesia
(UU Paten Pasal 76-80), meskipun dalam takaran yang sangat ferbatas dan sumir.

Berdasarkan sudut pandang penerima lisensi (licensee), pengalihan teknologi
melalui kontrak atau perjanjian lisensi paten dianggap menguntungkan, karena kontrak

lisensi paten bisa merupakan ; 2

a. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara tepat;

Penghematan waktu dan usaha dalam riset dan pengembangan teknologi (research

and development (R&D),
¢. Sarana penambahan sumber daya pengetahuan

- Pemberian liéen_si paten pada perusahaan joint venture, sebenarnya merupakan

fenomena yang baru. Pengikatan antara pengusaba nasional dan pengusaha asing dalam
perusahaan joint venture dengan kontrak lisensi paten sebenarnya secara teori tidak perlu
terjadi karena para pthak bersama-sama mendirikan perusahaan, mengelola bersama-
sama, menanggung risiko, sama-sama menikmati keuntungan. Dengan adanya kontrak
lisensi paten berarti pihak nasional harus membayar royalti kepada patner asingnya
dalam perusahaan yang bersama-sama mereka kelola. Fenomena tersebut juga mengubah

pandangan bahwa program alih teknologi yang selama ini banyak terjadi adalah dengan

B Roger D.Taylor, Technology Transfer and Investment The Transferor’s Perspective, Makalah pada
National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, diselenggarakan oleh WIPO,
Jakarta, 7-8 Maret 1990.
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lisensi murni dimana pihak nasional sebagai penyewa teknologi tanpa ada keikutsertaan
pihak pemilik teknologi dalam pengelolaan perusahaan.

Selama ini terdapat pandangan bahwa program alih teknologi di negara
berkembang lebih banyak melalui lisensi sebagaimana tersebut di muka daripada melalui
equity participation (pembentukan usaha patungan). Akan tetapi fakta di lapangan
'menunj ukkan bahwa saat ini program alih teknologi banyak terjadi melalui pembentukan
usaha pamngaﬁ dengan menggunakan lisensi (khususnya lisensi paten). Dengan lisensi
paten pada perusahaan joint venture ini berarti patner asing mendapatkan keuntungan
ganda yaitu disamping mendapatkan deviden, juga memperoleh royalti serta fechnology

Jee yang lain.

Beberapa tahap yang biasanya dilalui dalam pelaksanaan kontrak lisensi paten
dapat dikemukakan melalui penjelasan berikut ini. Tahap awal pelaksanaan kontrak
lisensi paten adalah kegiatan yang berupa transfer alat-alat produksi dari luar negeri
kemudian diikuti dengan kegiatan rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian
formula atau penjelasan proses), baru ﬁada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan
pihak asing kepada patner lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak
dilakukan adalah dengan mengadakan training bagi tenaga kerja Indonesia oleh licensor.

Training dapat dilakukan di dalam negeri atau diluar negeri (di negara licensor).

Dalam jaﬁgka pendek bentuk alih’teknologi melalui training dapat mencapai
sasarari, karena dapat segera digunakan untﬁk membuat produk yang dilisensikan, tetapi
untuk jangka panjang tidak ada jaminan bahwa dengan program training seperti itu akan
tercapai alih teknologi yang sesungguhnya, yaitu terdapatnya inovasi baru yang dapat
dimintakan paten baru. Hal itu disebabkan oleh karena program training yang dllakukan
oleh licensor hanya dilaksanakan untuk memenuhi formalitas atau térkadang training
tersebut hanya dianggap sebagai hadiah wisata bagi pekerja yang berprestasi atau pernah

%

menemukan inovasi tertentu.?* Kondisi seperti ini diperburuk dengan belum adanya

aturan khusus yang mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban

™ Penjelasan ini didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh Ismiyanto (Bagian Produksi PT 1K) dan
Syafei (Bagian Produksi PT I8) yang pernah mengikuti training di Jepang.
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yang mendorong pihak licensor untuk melakukan alih teknologi, selain yang tertuang
dalam kontrak lisensi paten yang disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak..

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, pemberian lisensi paten dapat berperan
sebagai media atau saluran yang paling efektif dalam proses alih teknologi pada
perusahaan joint venture, meskipun kontrak lisensi paten tersebut harus diikuti dengan
kontrak-kontrak lain seperti Technical Assistance Agreement, Service Agreement, Trade

Mark and Trade Name Agreement.

Mengingat arti penting atau peranan yang diharapkan dari pemberian lisensi paten
terhadap alih teknologi pada perusahaan joint venture khususnya dan bangsa Indonesia
pada umumnya, pemerintah harus secepatnya melengkapi UU Paten dengan peraturan
pelaksanaan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur

tentang lisensi paten sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 79 dan 80 UU Paten.

b. Pengaturan Kontrak Lisensi Paten yang masih 'Sumir.

Dalam takaran yang sumir, Indonesia telah mengatur kontrak lisensi paten, Dalam
UU Paten, kontrak lisensi paten tersebut dimasukkan ke dalam Bagian Pengalihan Paten
yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 69 — Pasal 73 UU No. 14 Tahun 2001,
Berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut sekaligus akan dilakukan analisis
atau dibahas tentang pentingnya pengaturan yang lebih spesifik, ekspisit dan rinci
terhadap muatan pasal-pasal tersebut agar akses bangsa Indonesia untuk menguasai
teknologi atau paling tidak alih teknologi terhadap teknologi yang dilisensikan dapat

tercapai.

"¢, Pentingnya Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Koﬁti;ak Lisenst
Paten.
Sampai sekarang, di Indonesia kontrak lisensi didasarkan pada “kebebasan
berkontrak”. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terkait dengan perjanjian
lisensi. Para pihak mempunyai hak untuk memutuskan kesepakatan apapun berdasarkan

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; syarat-syarat yang diperlukan hanyalah
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bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian tidak ada

aturan berapa persen royalti harus dibayar penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Pentingnya pengaturan lisensi paten juga dapat ditinjau dari adanya asas
kebebasan berkonirakini, terutama dalam pembuatan kontrak lisensi paten. Asas
kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkenal di dalam hukum konirak.
Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki
dan atau tidak dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan perkataan lain, para pihak bebas
menentukan apa saja yang dikehendaki. dan apa saja yang tidak dikehendaki untuk

-dituangkan dalam perjanjian ini dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak
yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengahdung beberapa macam

unsur, yaitu : ¥

(1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

(2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;

(3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk Ime_nentukannya.
Berkaitan dengan kontrak lisensi paten, pihak licensor dan klicensee juga bebas

untuk memperjanjikan atau tidak fnempenjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Asas

ini tidak dapat diterapkan dengan sebebas-bebasnya. Asas ini dibatasi oleh ketertiban

umum, kepatutan dan kesusilaan, Lisensi paten juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU

No. 13 Tahun 1997 sebagalmana telah disebutkan dimuka,

Kebebasan para pihak dalam transaksi teknologi di Filipina, salah satu negara
anggota ASEAN, dibatasi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam perjanjian alih .-

teknologi yaitu : %

(1) Perjanjian tidak boleh berisi pembatasan-pembatasan atau praktek-prakiek bisnis
yang membatasi yang melarang para penerima teknologi untuk mengekspor produk-

produk yang dibuat berdasarkan kontrak itu atau membatasi penerima lisensi untuk

¥ Amirizal, Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek, Djambatan,
Jakarta, 1996, hal.3+
% Insan Budi Maulana, Op. Cit, hal. 32.
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mengekspor ke luar negeri hanya melalui para pemberi lisensi asing sebagai
distributor eksklusif.

(2) Besarnya royalti untuk alih teknologi tidak boleh melebihi lima (5) persen dari harga
penjualan keseluruhan dari komoditi yang dilisensikan untuk dibuat menurut
perjanjian tersebut,

Perlindungan pemerintah Filipina terhadap penerima lisensi dengan membatasi
kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sudah selayaknya ditira
oleh pemerintah Indonesia. Apabila para pihak hanya mendasarkan pada kebebasan
berkontrak dan asas ini tidak dibatasi secara rinci dalam peraturan. perundang-undangan
yang mengatur secara khusus tentang lisensi paten, maka klausula-kiausula pembatasan-
pembatasan perdagangan (restrictive business practice) masih banyak dicantumkan
dalam kontrak lisensi paten. Dari beberapa bunyi pasal kontrak lisensi paten pada sebuah
PT tersebut telah nampak bahwa kebebaan berkontrak tidak dibatasi oleh ketentuan
apapun, misalnya ketentuan Pasal 71 UU Paten yang melarang kontrak lisensi paten
memuat pembatasan-pembatasan yang merugikan perekbnimian nasional, padahal hal ini
jelas ada melalui pembatasaﬁ ekspor dan klausula grant-back tersebut. Klausula-klausula
pembatasan ini hanya dapat dihilangkan melalui pembatasan yang dirinci dalam
peraturan perundang-undangan atan memberikan penjelasan secara rinci terhadap Paséil
71 UU Paten.

Dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak -melalui peraturan .perundang-
undangan yang berlaku serta pembatasan Pasal 71 UU Paten, restriksi-restriksi tersebut
dapat dikurangi. '

d. Pentingnya Upaya Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak.

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten,
yaitu antara licensor dan licensee juga mendesak untuk diadakannya pengaturan yang
spesifik. tentang lisensi paten. Dalam praktek, licensee mempunyai kedudukan yang
lemah bila dibandingkan licensor (pemilik teknologi (paten)). Hal ini sudah dimulai dari
diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak lisensi paten sebagai

akibat dari tidak diaturnya lisensi paten secara spesifik. Melalui asas kebebasan
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berkontrak ini pihak yang kuat (licensor) akan mendominasi beberapa kekuasaan
terhadap pihak yang lemah (licensor).

Kedudukan penrima lisensi yang lemah ini dapat dibuktikan melalui pengukuhan
beberapa pasal pembatasan perdagangan atau yang biasa disebut dengan Restriciive
Business Practice (RBP) dalam kontrak lisensi paten. Licensee biasanya tidak mampu
menolak isi dan persyaratan-persyaratan tersebut selain menerima dan menyetujui begitu
saja semua isi dan persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi paten. Hal ini terjadi
sebagai akibat dari ratio kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh licensor,
kepengurusan perusahaan (direksi) sebagai penentu kebijakan didominasi oleh licensor,
teknologi yang dialihkan biasanya juga dimiliki oleh investor asing dan tidak adanya

perlindungan yang memadai terhadap pihak licensee oleh pemerintah,

Pembatasan-pembatasan dalam kontrak lisensi paten pada perdagangan
internasional, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran posisi atau
bargaining position antara licensee dan licensor. Pemerintah memang telah berusaha
untuk menyejajarkan posisi tersebut, misalnya melalui Pasal 71 UU Paten, yang melarang
pembuatan kontrak lisensi paten berisi ketentuan yang secara langsung atau tidak
langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian nasional dan pemerintah harus
menolak perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut. Namun kelemahan terbesar adalah
belum adanya penjelasan detail mengen"ai ketentuan Pasal 71 tersebut ditambah belum
~ terlaksananya mckanisme_ syarat-syarat dan tatacara pencatatan lisensi paten oleh Kantor

Paten.

Beberapa ketidakadilan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara
licensee dan licensor dimuka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan
memberikan perlindungan hukum yang memadai kcpz't'da pthak licensee (patner lokal).
Salah satu sarana untuk itu adalah dengan memberikan regulasi spesifik dan mendetail
dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai realisasi dari Pasal 73 UU Paten. Oleh
karena ttu pengaturan terhadap lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusabaan
Joint venture mutlak untuk segera dilakukan agar terjamin keseimbangan para pihak

dalam kontrak lisensi paten.
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e. Penyesuaian dengan Ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual
Property Rights).

Urgensi pengaturan lisensi paten secara spesifik dan mendetail juga dapat ditinjau
dari keharusan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan nasional tentang paten
(termasuk di dalamnya lisensi paten), dengan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan
internasional dalam hak milik intelektual yaitu TRIPs mulai bulan Januari 2000 tahun ini.
Keharusan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai anggota World Trade
Organization (WTQ) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization.

Alih teknologi yang memenuhi ketentuan TRIPs hanya dapat dilakukan melalui
perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan ijin untuk
menggunakan hak atas :

(1) Teknologi yang dilindungi paten;
(2) Utility model yang dilindungi;
(3) Design indutri; dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada
penerima lisensi.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten yaitu
Pasal 76 — Pasal 80, mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang
dalam persetujuan TRIPs. Oleh karena Indonesia merupakan salah satu peserta dari WTO,
maka dinyatakan bdhwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu TRIPs, dalam .hal ini
Indonesia harus memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk menyesuaikan peraturan
perundang-undangan nasional dengan menyesuaikan peratuﬁm TRIPs tersebut. Terutama
di bidang pi;':lten, dianggap masih perlu diadakannya penyesuaian dengan persetujuan
TRIPs tersebut.’ |

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart pci‘lindungan bagi karya
intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasioanl di bidang HaKI sebagai

dasar, disamping mengatur pula 'pelaksanaan penegakan hukum di bidang tersebut secara

7 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1998, hal 2.
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akurat. Sebagai salah satu negara yang menandatangani persetujuan Uruguay, Indonesia

telah meratifikasi paket persetujuan ini sebagaimana disebutkan di muka.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk : 28

(1) Meningkatkan  perlindungan terhadap HaKl dan produk-produk yang
diperdagangkan; _

(2) Menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak dibambat kegiatan perdagangan;

(3) Merumuskan aturan ‘serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap
HaKI;

(4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk
menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atan pembajakan atas HaKI;

(5) Memperjelas aturan-aturan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang
mengatur perlindungan atas HaKI dan merundingkan aturan-aturan baru dalam
menangani perdagangan barang-barang palsu.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi, dalam persetujuan TRIPs Bagian II Bab 8
tentang Kontrol atas Praktek-praktek Anti-Kompetitif Dalam Lisensi Konrrdktual,

khususnya Pasal 40 menyatakan beberapa kesepakatan para anggota sebagai berikut
(1) Para anggota setuju bahwa praktek lisensi atan kondisi mengenai hak milik

intelektual yang membatasi kompetisi dapat menimbulkan dampak terbalik pada

perdagangan dan dapat menghalangi alih dan penyebaran teknologi.

(2) Tiada suatupun dalam persetujuan ini melarang para anggota untuk membedakan
dalam hukum mereka praktek-praktek lisensi atau persyaratan yang dalam kasus
khusus merupakan suatu penyalahgunaan hak milik intelektual yang menimbulkan
dampak terbalik pada persaingan dalam pasar yang relevan. Sebagaimana diatur di
atas , anggota dapat mengadopsi perjanjian ini, secara konsisten dengan ketentuan

lain dalam perjanjian ini, tindakan yang tepat untuk mencegah atau menguasai

praktek-praktek tersebut, yang mungkin termasuk sebagai contoh kondisi
pengambilan kembali eksklusif, kondisi yang mencegah tantangan atas keabsahan
dan pemberlakuan paket lisensi, dalam hal peraturan dan perundang-undangan yang
relevan dari anggota tersebut.

Berdasarkan uraian Pasal 40 TRIPs tersebut, para- anggota (termasuk Indoncsia)

sebenarnya dapat menentukan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan

2 [uala Adolf dan A Chandrawulan, Masalgh-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasionai,
Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hat 33.

® periksa Perjanjian TRIPs (1994).datam Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan
Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Yayasan Klinik HaKl, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999,
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praktek-praktek yang mengakibatkan alih teknologi dan penyebaran teknologi terhambat.
Langkah-langkah tersebut tentu harus dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, misalnya
dengan memperjelas batasan-batasan beberapa pasal UU Paten (misalnya Pasal 78, Pasal
79 dan sebagainya) atau dengan membuat aturan-aturan yang sama sekali baru, misalnya
dengan menetapkan Peraturan Pemerintah unuk melaksanakan UU Paten khususnya
mengenai kontrak lisensi paten. i

Berdasarkan uraian tersebut dimuka, nampak hubungan yang erat antara lisensi
paten dalam rangka alih teknologi dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs.
Indonesia memang telah merespons keharusan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan
TRIPs, misalnya dengan merubah UU Paten 1989 { UU No. 6 Tahun 1989) dengan UU
Paten 1997 { UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten) dan terakhir diubah dengan UU No.
14 Tahun 2001. Tuntutan terhadap keharusan Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan-
ketentuan paten (termasuk di dalamnya lisensi paten) dengan Persetujuan TRIPs,
merupakan salah satu alasan yang kuat agar lisensi paten dalam rangka alih teknologi ini
tidak hanya diatur secara kombinatif dengan UU Paten, melainkan harus dibuat peraturan
perundangan tersendiri atau memberikan penjelasan yah'g rinci terhadap pasal-pasal UU
Paten yang sumir. Upaya ini harus segera dilakukan untuk merespons era perdagangan
bebas ASEAN (AFTA) sehingga Indonesia (partner nasional dalam perusahaan joint
venture) mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan mendapatkan perlindungan hukum

yang memadai.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN
Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka
tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk menemukan beberapa alasan urgensi pengaturan lisensi paten dalam
pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture.

2. Untuk mengkaji dampak pola pengaturan lisensi paten yang dilakukan pemerintah
dalam rangka pelaksanaan alih teknologi.

3. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam

melakukan pengaturan lisensi paten.

B. KONTRIBUSI PENELITIAN
- Apabila tujuan-tujuan penelitian sebagaimana yang dimaksud tercapai,

diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi secara :

(1) Teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep,
~ metode, proposisi atau pengembangan teori dalam khasanah studi ilmu hukum

ekonomi dan teknologi.

(2) Pragmatis, meskipun tidak dimaksudkan sebagai resep perumusan kebijakan
dalam pengaturan lisensi paten sebagai sarana alih teknologi yang sifatnya
praktis, hasil penelitian ini dapat saja digunakan sebagai bahan masukan (inpus)
bagi perencanaan dan pelaksanaan program alih teknologi terutama melalui
lisensi paten pada perusahaan joint venture, khususnya melalui polé pengaturan

lisensi paten yang spesifik.
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BABI1V
METODE PENELITIAN

(1). Metode Pendekatan

Bertolak dari adanya dua macam kerangka berpikir yang digunakan secara
simultan, yaitu yuridis norma;if dan yuridis sosiologis, maka metode pendekatan yang
digunakan juga dua macam, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis
sosiologis. Menurut Sunaryati Hartono, penggunaan metode yuridis sosiologis dalam
svatu penelitian disamping metode yuridis normatif akan memberikan bobot lebih pada
penelitian yang bersamgku‘zz:m.l

Gabungan kedua metode tersebut pada akhirnya dipakai untuk membandingkan
antara apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan
empirik pelaksanaan peraturan tersebut beserta faktor-faktor yuridis-sosiologis yang
mempengaruhinya, dan berakhir pada penarikan kesimpulan yang didasarkan pada
~ analisis data (bersifat eksplanatoris) yang telah dilakukan. Sehingga secara singkat dapat
dikatakan bahwa jenis penelitian ini adalah kualitatif — induktif — verifikatif.

(2). Lokasi Penelifian dan Penentuan Sampel. |

Lokasi penelitian ini di dua wilayah yaitu di Kota Semarang (Jawa Tengah) dan
Surabaya (Jawa Timur). Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada
wilayah ini terdap:ét perusahaan-perusahaan modal asing yang market-sizenya cukup
besar. .

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi sebagaimana dikenal oleh
pehelitian kuantitatif, Penelitian berangkat dari keterangan key person . Key person-nya
adalah pejabat BKPMD dan Departemen Kehakiman dan HAM Pfopinsi Jawa Tengah
dan Propinsi Jawa Timur. Sampel (responden/informan) ditentukan secara purposive
sampling. Responden/ informan dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian

dengan menggunakan prinsip snow ball (bola salju).

! Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, 1994,hal 142,
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Perusahaan yang diteliti juga ditentukan secara purposive. Alasan penggunaan
purposive-sampling ini adalah karena jumlah perusahaan yang menggunakan kontrak
lisensi paten tidak tercatat pada instansi yang semestinya menangani masalah tersebut
yaitu BKPMD.Beberapa perusahaan patungan di wilayah Kodia Semarang yang
menggunakan lisensi paten antara lain yaitu PT IK di Semarang (produksi mesin

diesel), dan PT IS di Surabaya (Produksi lampu penerangan/elektronik).

(3). Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sckunder.
b. Sumber Data
Data primer bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dari :
BKPMD dan Departemen Kehakiman dan HAM, perusahaan-perusahaan Joint
 Venture ( Patungan ). Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang
* bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan
~ hukum primer dan bahan hukum sekunder.
(4). Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui :
a. Terhadap data primer dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin
(terstruktur) dan wawancara tak terstruktur.
b. Terhadap data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur, pustaka,

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek: yang
diteliti. '

(5). Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, baik berupa data primer maupun
data sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, Hasil
penelitian lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan analisis taks'bnbmi.s',
yaitu dilakukan penclaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan
kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu. Analisis dilakukan dengan
cara mendeskripsikan, mecnafsitkan secara  deskriptiffanalitik  dengan
menghubung-hubungkannya dengan intcraksi konteks serta teori-leori yang
berkaitan. |
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(6). Teknik Pengecekan Validitas Data
Untuk pengecekan data dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi
data melalui triangulasi sumber, yakni pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di lvar data itu untuk keperlnan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu, dengan melalui waktu dan alat yang
betbeda. Hal ini dilakukan dengan : -
1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi secara
langsung selama peneliti terjun ke lapangan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden di depan
umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.“

? Ni Ketut Supasti, Keberadaan Deregulasi di Bidang PMA dan Implikasinya Terhadap Investasi Joint
Venfure, Tesis Magister llmu Hukum Undip, Semarang, 998, hal. 26.
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BABV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Joint venture adalah suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang
mempersatukan sumber-sumber modal atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya
dalam suatu perusahaan tertentu dengan atau tanpa membentuk suatu persekutuan
yang tersusun.' Dalam praktek justeru ditemukan jumlah para pihak dalam
perjanjian joint venture lebih dari dua peserta.Perserta joint venture pada PT IK
berjumlah 4 perusahaan, yaitu pihak Indonesia terdiri dari PT GD Han CV KHS,
pihak Jepang terdiri dari K Corp dan Kinsho Corp. Peserta joint venture pada PT
IS berjumlah 3 perusahaan, yaitu pihak Indonesia terdiri dari PT RD dan pihak
Jepang terdiri dari N 1 Corp dan MST, Ltd. Perscrta joint venture pada PT IR
terdiri dari 3 perusahaan, yaitu peserta Indonesia terdiri dari PT RL dan pihak
Jepang terdiri dari FS Corp dan MS Corp. Dari penelitian ini juga terbukti bahwa
paten atau teknologi yang dipakai dalam ketiga perusahaan patungan tersebut
dimiliki oleh patner asing yang sekaligus menguasai sebagian besar saham
perusahaan joint venture. '

Matriks berikut ini dapat memberikan gambaran ratio kepemilikan saham
sekaligus penguasaan teknologi pada beberapa perusahaan joins venture di Jawa

Tengah dan Jawa Timur pada umumnya. -

' Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Bina Aksary, Jakarta, 1985.
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Matriks 1

Perbandingan Penyertaan Modal dengan Muatan Teknologi Asing pada Beberapa

Pernsahaan Joint Venture di Jawa Tengah dan Jawa Timur.”

: Lama Penyerta Hodl Muatan
ma an a

No P Nan;‘a Operasi . ;::]

grusahaan (th) Asing ina (%) g
' (%) (%)
! PT Fumira 30 48,7 5,3 70
2 PTISTW 28 80 20 90
3 PT Kubota Ina 27 67 33 70
4 PTThe lJ 25 50,3 497 50

Rubber P. (

5 PT Timatax, 21 56,5 435 50
6 PT Semen 21 40 60 50

_Nusaniar .

7 PT Totar Anyar 24 70 30 70
PT Cejamp 26 49 51 50
" PTBAT 28 70 30 70
10 PT Bitratex - 21 80 20 80

Berdésarkan Matriks 1 tampak bahwa bes&i’nya penyertaan saham asing
selalu - diikuti oleh besarnya penguasaan tekmologi oleh investor asing
Sebagaimana telah diuraikan dimuka.'," beran ideal dari suatu kegiatan penanéman
modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya tranfer of capital,
transfer of technology dan transfer of management dari ﬁatner saning kepada
patner Indonesia. Peran ideal ini juga diharapkan ferjadi pada perusahaan joint
venture khususnya dalam hal alih teknologi. Tcknologi yang'.dimiliki oleh patner
asing harus secsepatnya dialihkan bahkan bila mungkin dikuasai oleh bangsa

Indonesia atau tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, dalam praktek alih

Sumber data : Laporan Perkembangan Penanaman Modal Asing BKPMD Jawa ‘Tengah,
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Hasil Penclitian perkiraan prosentase kandungan
teknologi asing ini didasarkan pada jenis paten (teknologi) yang digunakan, paten proses atlau
paten produk. Periksa Hasil Penelitian pada Bagian B3ab 111 ini.

31




teknologi pada perusahaan joint venture, peranan pemilik teknologi sangat

menentukan berhasil atau gagalnya alih teknologi yang telah direncanakan.

Matriks 2 untuk menggambarkan urgensi kebutuhan alih teknologi
pada penanaman modal asing pada umumnya dan khususnya pada PT Joint
Venture. Matriks ini didasarkan pada persepsi pengusaha, pemerintah dan
tenaga kerja Indonesia.

Matriks 12
Beberapa Alasan Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi Pada

Perusahaan Joint Venture,

No Alasan Pengusaha Alasan Pekerja Alasan Pemerintah
1 Paket Joint Venture '
2 Peningkatan Peningkatan kualitas
kualitas produk produk
3 Kewaijiban investor Kewajiban investor Kewajiban investor
asing asing Asing
4 Untuk inovasi baru Untuk inovasi baru Untuk inovasi bary
5 " Mengurangi Mengurangi Mengurangi
ketergantungan ketergantungan Ketrgantungan
6 Menambah ketrampilan
7 _, Keterbatasan waktu
PMA
8 Kebutuhan
] Industrialisasi

Berdasarkan Matriks 2 dapat diketahui beberapa alasan pokok dari
urgensi kebutuhan alih teknologi dalam penanaman modal asing pada
perusahaan joint venture. Dengan perkataan lain urgensi alih teknologi pada

penanaman modal asing dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu

{1} Kebutuhan tekhologi (termasuk peningkatan ketrampilan) pada indutrialisasi
di Indonesia;
(2) Keterbatasan jangka waktu (termasuk kewajiban investor asing dan paket

PMA) penanaman modal asing di Indonesia;
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(3) Peluang untuk memperoleh paten baru melalui inovasi teknologi;
(4) Upaya mengurangi ketergantungan teknologi (fechnology dependency) pada
pihak asing, )
Beberapa indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur urgensi
pengalihan teknologi sekaligus pengaturannya, yang dipetjanjikan dalam
kontrak lisensi paten. Pembahasan tentang atas beberapa indikator urgensi

pengaturan lisensi paten tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini.

A. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi pada
Perusahaan Joint Venture.
Beberapa alasan pentingnya pengaturan lisensi paten dalam rangka
pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture, yaitu :
(1} Pentingnya peranan lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi;
(2) Pengaturan mengenai kontrak lisensi paten masih sumir;
(3) Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam lisensi paten;
(4) Pentingnya upaya menyeimbangkan kedudukan para pihak;
(5) Penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights).
Beberapa alasan tersebut akan dijelaskan melalui uraian berikut ini :
(1) Pentingnya Peranan Lisensi Paten dalam Pelaksanaan Alih Teknologi,
Teknologi dapat dialihkan melalui beberapa cara atau saluran, baik sécara
komersial maupun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara
non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalami bentuk program-program :
(1) Pengiriman tenaga kerja ke juar negeri unfuk_mempelajari- suatu pengetahuan;
(2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri
kepada pemerintah; B
(3) Penggunaan exp;ert_ise dari luar negeri; dan

{4) Program kerjasama teknik antar negara,
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Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk.'UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa
cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu:®
(1} Foreign Direct Investment;

(2) Joint Venture; )
(3) Licence;

(4} Franchising;

(3) Management Contract;

(6) Marketing Contract;

(7) Technical Service Contract;
(8) Turn key Contract;

(9) International sub-contracting

Pada penelitian ini yang dibahas adalah pengalihan teknologi melalui joint
venture dan melalui lisensi. Dalam praktek yang umum ferjadi, alih teknolog'i_
difakukan melalui perjanjian lisensi paten dalam rahgka penanaman modal asing
khususnya joint venture. Melalui kontrak lisensi pétcn ini, pemilik teknologi
dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak-hak tertentu kepada
orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan {(mengeksploitasi) teknologinya
dengan suatu lisensi.

Perjanjian lisensi khususnya terhadap hak-hak milik perindustrian |
seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang
berhubungan dengan hak paten. Lisensi paten telah mendapat tempat formal
dalam hukum di Indonesia (UU Paten Pasal 69-73), meskipun dalam takaran yang
sangat terbatas dan sumir. a o

Berdasarkan sudut pandang " péncrima lisensi (ficensee), pengalihan
teknologi melalui kontrak atau perjanjian lisensi paten dianggap menguntungkan,
karena kontrak lisensi paten bisa merupakan;®

a. Akses perolehan atau penguasaan teknologt secara tepa:,

Periksa Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD,
1989, Periksa juga UNCTC, Op. Cir, hal 2.

Roger D, Taylar, Technology Transfer and Investment Uhe Transferor’s Perspective, Makalah
pada National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement, disclengparakan
oleh WIPQ, Jakarta, 7-8 Maret 1990.
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Melalui penelitian ini juga dapat diungkapkan bahwa kontrak lisensi paten
yang telah dibuat biasanya diikuti dengan kontrak-kontrak lain untuk
melaksanakan isi kontrak lisensi paten tersebut secara teknis. Pada PT IK kontrak
lisensi patennya dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknis, kemudian juga
dibuat kontrak pelayanan teknis (Service Agreement) dan lisensi merek dagang
dan nama dagang (Trade Mark and Trade Name Agreement). Pada PT IS kontrak
lisensi paten hanya diikuti dengan kontrak bantuan teknis (Technical Assistance
Agreement (TAA)). Beberapa tahap yang biasanya dilalui dalam pelaksanaan
kontrak lisensi paten dapat dikemukakan melalui penjelasan berikut ini.

Tahap awal pelaksanaan kontrak lisensi paten adalah kegiatan yang berupa
transfer alat-alat produksi dari luar negeri kemudian diikuti dengan kegiatan
rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian formula atau penjelasan proses),
baru pada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan pihak asing kepada patner
lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak dilakukan adalah
dengan mengadakan training bagi tenaga kerja Indonesia oleh licensor. Training
dapat dilakukan di dalam negeri atau diluar negeri (di negara licensor).

Dalam jangka pendek beniuk alih teknologi melalui training dapat
mencapai sasaran, karena dapat segera digunakan untuk membuat produk yang
dilisensikan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada jaminan bahwa dengan
program training seperti itu akan tercapai alih teknologi yang sesungguhnya, yaitu
terdapatnya inovasi baru yang dapat dimintakan paten baru. Hal itu disebai)kan
oleh karena program training yang dilakukan oleh licensor hanya dilaksanakan
untuk memenuhi formalitas atau terkadang training tersebut hanya dianggap
sebagai hadiah wisata bagi pekerja yang berprestasi atau pernah menemukan
inovasi tertentu. > _

Kondisi seperti ini diperburuk dengan belum adanya aturan khusus yang
mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban yang mendorong
pihak licensor untuk melakukan alih teknologi, selain yang tertuang dalam

kontrak lisensi paten yang disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak..

Penjelasan ini didasarkan atas kelerangan yang diberikan oleh Ismiyanto (Bagian Produksi PT

IK) den Syafei (Bagian Produksi I'T 18} yang pernah mengikuti training di Jepang,
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Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, pemberian Isensi paten dapat
berperan sebagai media atau saluran vang paling efektif dalam proses alih
teknologi pada perusahaan joint venture, meskipun kontrak lisensi paten, tersebut
harus diikuti dengan kontrak-kontrak lain seperti Technical Assistance Agreement,
Service Agreement, Trade Mark and Trade Name Agreement.

Mengingat arti penting atau peranan yang diharapkan dari pemberian
lisensi paten terhadap alih teknologi pada perusahaan joint veniure khususnya dan
bangsa Indonesia pada umumnya, pemerintah harus secepatnya melengkapi UU
Paten dengan peraturan pelaksanaan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP)
yang secara khusus mengatur tentang lisensi paten sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 73 UU Paten.

(2) Pengaturan Kontrak Lisensi Paten yang masih Sumir.

Dalam takaran yang sumir, Indonesia telah mengatur kontrak lisensi paten.
Dalam UU Paten, kontrak lisensi paten tersebut dimasukkan ke dalam Bagiaﬁ .
Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 69 — Pasal 73 UU
No. 14 Tahun 2001. Berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut
sekaligus akan dilakukan analisis atau dibahas tentang pentingnya pengaturan
yang lebih spesifik, ekspisit dan rinci terhadap muatan pasal-pasal tersebut agar
akses bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi atau paling tidak alih

teknologi terhadap teknologi yang dilisensikan dapat tercapai.

Pasal 69:

(1) Pemegang paten bethak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan
suaty perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasa 16. _

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup lisensi paten sebagaimana dimaksud
ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasai 16, berlangsung
selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.

Pasal 70 :

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan
sendiri atan memberi lisensi kepada phak ketiga lainnya untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
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Pasal 71:

(1) Perjanjian Lisensi tidak bolech memuat ketentuan yang langsung maupun
tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perckonomian
Indonesia atau memuat yang menghambat kemampuan bangsa dalam
menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang
berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.

(2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 72:

(1) Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

(2) Dalam hal perjajian tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka petjajian lisensi tersebut tidak mempunyai
akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 73 :

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan

Pemerintah. -

Dalam praktek, ' pengaturan lisensi paten yang sumir : tersebut
mengakibatkan beberapa kondisi sebagai berikut :

(1) Jangka waktu kontrak lisensi paten menjadi kabur, tidak ada kepastian. Secara
ideal jangka waktu lisensi paten maksimal selama paten yang bersangkutan
masih berlaku, sebab bila jangka waktu paten {20 tahun) telah berakhir, maka
tidak perlu lagi ada lisensi karena paten tersebut telah menjadi “public
domain”, schingga penyewa teknologi juga tidak perlu lagi _rhcmbay&r foyalti
atas penggunaan paten tersecbut. Dalam hal paten telah menjadi “public
domain” pemberi lisensi harus mengembalikan kepada penerima lisensi
royalti yang telah diterimanya dari penerima lisensi tersebut. Jika pemberi
lisnsi menolak untuk mengembalikan royalti atau bembéyaran lain yang telah
diterima yang berkaitan dengan paten yang telah menjadi milik umum, maka N
ia dapat dituntut ti‘dak saja secara perdata tetapi juga secara pidana (yaitu atas
kasus penipuan). Namun demikian dalam praktek, patner nasional pada ketiga
perusahaan yang teliti tidak pernah mempermaslahkan apakah paten yang
dilisensikan masih berlaku atau tidak. Kedua perusahaan ini (PT IK, PT IS)

mempunyai persepst yang sama terhadap masa berlakunya lisensi paten.
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Akhirnya jangka waktu kontrak lisensi bisa 10 tahun atau 20 tehun dan dapat
dilakukan amandemen sesuai kesepakatan para pihak.”

(2) Pasal 71 menjelaskan tentang larangan terhadap perjanjian lisensi yang
memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atay yang memuat
pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia
dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang
berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Akan
tetapi pasal ini tidak diperjelas mengenai apa saja batasan atau kreteria
merugikan perekonomian nasional tersebut, siapa yang berhak menilainya,
apa sanksinya dan lain sebagainya. Berapa batasan pembayaran royalti yang
dianggap merugikan perckonomian nasional juga tidak ditentukan.
Ketidakjelasan Pasal 71 meningkatkan keraguan para pihak yang membuat
petjanjian lisensi. Dan sekaligus kemungkinan “salah penggunaan” (mis-use)
dari pasal ini yang akan dilakukan oleh pemberi lisensi atau oleh Kantor Paten,

(3) Menurut Pasal 72, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat
Jenderal dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri. Apabila tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut
tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketlga Ketentuan pasal ini (wajib

. catat) dalam praktek tidak dltcrapkan. "

Salah satu alasan tidak didaftarkannya kontrak lisensi paten adalah tidak
adanya sanksi dan belum adanya mekanisme, syarat dan tata cara pencatatan
sebagaimana diamanatkan oleli Pasal 73 yaitu tuntutan adanya Peraturan
Pemerintah. Oleh karena PP tersebut tidak ada, akibat lebih lanjut adalah bahwa
pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dan berwenang (BKPMD, Depkeh
dan HAM serta Deperindag) menjadi tidak mengetahui berapa jumlah perusahaan
di wilayah hukumnya yang mempunyai kontrak lisensi paten, Instansi pemerintah

tersebut juga tidak merasa mempunyai wewenang untuk menegakkan ketentuan

*  Hasil wawancara dengan ketiga Kabag Umum dan Personalia PT IK, PT IS,
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Pasal 79 ini karena tidak adanya landasan hukum untuk bertindak.” Berdasarkan
keterangan ini dapat dimengerti urgensi atau pentingya pengaturan lisensi paten

secara khusus dan rinci.

(3) Pentingnya Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak
Lisensi Paten.

Sampai sekarang, di Indonesia kontrak lisensi didasarkan pada “kebebasan
berkontrak”. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terkait dengan
perjanjian lisensi. Para pihak mempunyai hak untuk memutuskan kesepakatan
apapun berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; syarat-syarat
yang diperlukan hanyalah bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik.
Dengan demikian tidak ada aturan berapa persen royalti harus dibayar penerima
lisensi kepada pemberti lisensi. .

Pentingnya pengaturan lisensi paten juga dapat ditinjau dari adanya asas
kebebasan berkontrakini, terutama dalam pembuatan kontrak liéensi paten. Asas
kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkenal di dalam hukum
kontrak. Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa
yang dikehendaki dan atau tidak dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan
perkataan lain, pé{ra pihak bebas menentukan apa saja yang dikehendaki dan apa
saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam perjanjian ini dan apa yang
dip.érj.anjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjaﬁjian
tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa
macam unsur, yaitu : 3 |
(1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;

(2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
(3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk

menentukannya.

Penjelasan ini disarikan dari keterangan yang diberikan oleh Kelua Bidang 11 BKPMD
-awalengah, PPNS Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM (Setyawati}) Jawa Tengah dan
Kabag Hukum Deperindag Jawa Tengah.
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Berkaitan dengan kontrak lisensi paten, pihak licensor dan licensee juga
bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka
kehendaki. Asas ini tidak dapat diterapkan dengan sebebas-bebasnya. Asas ini .
dibatasi oleh ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Lisensi paten juga
dibatasi oleh ketentuan Pasal 71 UU No. 14 Tahun 2001 sebagaimana telah
disebutkan dimuka.

Kebebasan para pihak dalam transaksi teknologi di Filipina, salah satu
negara anggota ASEAN, dibatasi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam
perjanjian alih teknologi yaitu : ®
(1) Perjanjian tidak boleh berisi pembatasan-pembatasan atau praktek-praktek

bisnis yang membatasi yang melarang para penerima teknologi untuk
mengekspor produk-produk yang dibuat berdasarkan kontrak itu atau
membatasi penerima lisensi untuk mengekspor ke luar negeri hanya melalut
para pemberi lisensi asing sebagai distributor eksklusif.

(2) Besarnya royalti untuk alih teknologi tidak boleh melebihi lima (5) persen
dari harga penjualan keseluruhan dari komoditi yang dilisensikan untuk dibuat
menurut perjanjian tersebut.

Perlindungan pemerintah Filipina terhadap penerima lisensi dengan
membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sudah
selayaknya ditiru oleh pemerintah Indonesia, Apabila para pihak hanya
mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas ini tidak dibatasi secara. rinci
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, secara_’khusus tentang
lisensi paten, maka klausula-klausnia pembatasan-pembatas:an perdagangan
(restriérfve business practice) masih banyak d.icantumkan dalam kontrak lisensi
paten. Kebebasan berkontrak yang didominasi oleh pihak asing sangat jelas pada
Licence and Technical Agreement PT 1K, Kontrak lisensi paten PT K ini memuat
beberapa restriksi perdagangan, misalnya pembatasan dalam hal ekspor misalnya
ditemukan pada Article 2 tentang Grant yang berbunyi sebagai berikut:

“PT IK may export the product outside teritory, but in case export the product is

required to the countries where K Corp has its own factory or licence, agen.

® Insan Budi Maulana, Op. Cif, hal. 32,
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distributor; this may only be done with other agreement granting product with
other individuals or companies within !erriféry during the term of this
agreement.”. ‘

Klausula grani-back (modifikasi atau improvement) yang terdapat pada PT
IK tercantum dalam Pasal 6 tentang Grant Improvement yang berbunyi (dalam
bahasa Indonesia) sebagai berikut :

“Jika PT IK menganggap tepat dan periu bagi keuntungan kedua belah pihak,
PT IK boleh membeberkan, mengirimkan, dan menyediakan informasi ,
ciptaan atau perbaikan (improvement) dalam hal produk yang dikembangkan
dan diterima oleh PT IK selama masa perjanjian ini kepada K Corp Jepang.
Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui kedua belah pihak,
K Corp Jepang akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas
royalti, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan
informasi ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun selama masa perjanjian
ini, kecuali di territory™.

Dari beberapa bunyi pasal kontrak lisensi paten pada PT IK tersebut telah
nampak bahwa kebebaan berkontrak tidak dibatasi oleh ketentuan apapun,
misalnya ketentuan Pasal 71 UU Paten yang melarang kontrak lisénsi paten
memuat pembatasan-pembatasan yang merugikan perekonimian nasional, padahal
hal ini jelas ada melalui pembatasan ekspor dan klausula grant-back tersebut.
Klausula-klausula pembatasan ini hanya dapat dihilangkan melalui pembatasan
'yang dirinci dalam peraturan perundang-undangan atau memberikan penjelasan’
secara rinci terhadap Pasal 71 UU Paten. |

Dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta pembatasan Pasal 71 UU Paten, restriksi-

restriksi tersebut dapat dikurangi.

(4) Pentingnya Upaya Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak.

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak
lisensi paten, yaitu antara licensor dan licensee juga mendesak untuk diadakannya
pengaturan yang spesifik tentang lisensi paten. Dalam praktek, licensee
mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan Jicensor (pemilik teknologi

{paten)). Hal ini sudah dimulai dari diterapkannya asas kebebasan berkontrak
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dalam pembuatan kontrak lisensi paten sebagai akibat dari tidak diaturnya lisensi
| paten secara spesifik. Melalui asas kebebasan berkontrak ini pihak yang kuat
(licensor) akan mendominasi beberapa kekuasaan terhadap pihak yang lemah
(licensor).

Kedudukan penrima lisensi yang lemah ini dapat dibuktikan melalui
pengukuhan beberapa pasal pembatasan perdagangan atau yang biasa disebut
dengan Restrictive Business Practice (RBP) dalam kontrak lisensi paten. Licensee
biasanya tidak mampu menolak isi dan persyaratan-persyaratan tersebut selain
menerima dan menyetujui begitu saja semua isi dan persyaratan yang diajukan
oleh pemberi lisensi paten. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ratio kepemilikan
saham yang sebagian besar dimiliki oleh licensor, kepengurusan perusahaan
(direksi) sebagai penentu kebijakan didominasi oleh licensor, teknologi yang
dialihkan biasanya juga dimiliki oleh investor asing dan tidak adanya
perlindungan yang memadai terhadap pihak licensee oleh pemerintah.

Pembatasan-pembatasan .dalam _kontrék lisensi paten pada perdagangan
internasional, dapét mengakibatkan ketidakseirhbangan atau ketidaksejajaran
posisi atau bargaining position antara licensee dan licensor. Pemerintah memang
telah berusaha untuk menyejajarkan posisi tersebut, misalnya melalui Pasal 71 uu-
Paten, yang melarang pembuatan kontrak lisensi paten berisi ketentuan yané
secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian. bagi perekonomian
nasional dan pemerintah harus menolak perjanjian lisensi yang' memuat. hal
tersebut. Namun kelemahan terbesar adalah belum adanya" penjelasan detail
mengenai ketentuan Pasal 71 tersebut ditambah belum terlaksananya mekanisme
syarat-syarat dan tatacara pencatatan lisensi paten oleh Kantor Paten.

Beberapa pembatasan perdagangan yang harus disetujui oleh penerima -
lisensi telah disebutkan dimuka, Pembatasan yang lain juga menunjukkan kepada
kita bahwa posisi pihak nasional memaﬁg lemah, Berdasarkan penelitian pada PT
IK, pihak flicensee (pihak nasional pada PT IK), harus menyetujui beberapa
klausula yang dapat menghambat proses alih teknologi, misalnya klausula “grant-
back” dan keharusan untuk menggunakan modifikasi atau temuan baru licensor.

Dalam klausula grant-back atau pemberian kembali, pemilik paten berhak atas
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semua hak atas perbaikan ( inovasi, improvement, modifikasi )yang dilakukan
oleh penerima lisensi dengan atau tanpa kompensasi. PT K Corp Jepang juga
berhak atas paten dari modifikasi dan hak tersebut bersifat non-eksklusif, tidak
dapat dipindahtangankan, dan bebas royalti atau technology fee yang lain.
Klausula “grami-back™ ini akhimya hanya dipakai untuk memperluas monopoli
yang dimiliki pemberi lisensi dan dalam hal ini jelas akan menghambat proses alih
teknologi pada PT IK tersebut. Di Jain pihak licensee masih diikat dengan
kewajiban untuk menggunakan teknologi baru hasil modifikasi atau temuan baru
yang dihasilkan oleh K Corp Jepang atas teknologi yang telah dilisensikan
tersebut. Dalam hal ini seolah-olah terjadi arus timba! balik dalam inovasi baru
atas teknologi yang telah dilisensikan kepada PT IK untuk saling diinformasikan.
Akan tetapi sebenarnya PT 1K dalam posisi yang tidak menguntungkan karena PT
IK berkewajiban menggunakan teknologi baru atau hasil modifikasi teknologi
yang ditemukan oleh K Corp Jepang di kemudian hari, sedangkan temuan baru
atan modiﬁk_asi yang berhail dilakukan PT IK justeru harus diserahkan kepada K
Corp Jepang' bé.ik seluruhnya atau sebagian, baik dengan atau tanpa kompensasi.”
Beberapa ketidakadilan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan
antara licensee dan licensor dimuka harus -mendapatkan perhatian serius dari
pemerintah dengan memberikan perlinduﬂgan hukum yang memadai kepada
- pihak licensee (patnef ldka]). Salah satu sarana untuk itu adalah dengan
memberikan regulasi spesiﬁk dan mendetail dalam bentuk Peraturan Pcmeri.ntah
scbagai realisasi dari Pasal 73 UU Paten. Oleh karena itu pengaturan terhadap
lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan joint venture mutlak
untuk segera dilakukan agar terjamin keseimbangan para pihak dalam kontrak

lisenst paten.

Penjelasan ini didasarkan pada Dokumen Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik {Licence and
“wehnoloev Assistance Agreement) T IK serta wawancara dengan Hadi Subagyo dan Gatot
Heru S. (Stai Direksi PT IK).
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(5) Penyesuaian dengan Ketentnan TRIPs (Trade Related Aspects
Intellectual Property Rights).

Urgensi pengaturan lisensi paten secara spesifik dan mendetail juga dapat
ditinjau dari keharusan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan nasional tentang
paten (termasuk di dalamnya lisensi paten), dengan ketentuan-ketentuan hukum
perdagangan internasional dalam hak milik intelektual yaitu TRIPs mulai bulan
Januari 2000 tahun ini. Keharusan ini rﬁerupakan konsekuensi Indonesia sebagai
anggota World Trade Organization (WTQ) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun
1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Alih teknologi yang memenuhi ketentwan TRIPs hanya dapat dilakukan
melalui perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan ijin untuk
menggunakan hak atas :

(1) Teknologi yang dilindungi paten;

(2) Utility model yang dilindungi;

(3) Design indutri; dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada
penerima iisensi.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten
yaitu Pasal 69 — Pasal 80, mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan
yang tertuang dalam persetujuan TRIPs. Oleh karena Indonesia merupakan salah
satu peserta dari WTO, maka dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu
TRIPs, dalam hal ini Indonesia harus memperhatikan kewajiban-kewajiban uhtuk
menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan menyesuaikan
peraturan TRIPs tersebut. Terutama di bidéﬁlg paten, dianggap masih perlu
diadakannya penyesuaian dengan persetujuan TRIPs tersebut.”

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi
karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasioan! di bidang
HaK] sebagai dasar, disamping mengatur pula pelaksanaan penegakan hukum di

bidang tersebut secara akurat. Sebagai salah satu negara yang menandatangani

' Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, PT,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 2.
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persetujuan  Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan ini
sebagaimana disebutkan di muka.
Persetujuan TRIPs bertujuan'untuk M

(1) Meningkatkan perlindungan terhadap HaKI dan produk-produk yang
diperdagangkan;

(2) Menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak dihambat kegiatan
perdagangan;

(3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan
terhadap HaKI;

(4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional
untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau
pembajakan atas HaKl;

(5) Memperjelas aturan-aturan General Agreement on Tariff and Trade (GATT)
yang mengatur perlindungan atas HaKI dan merundingkan aturan-aturan baru

dalam menangani perdagangan barang-barang palsu.

Berkaitan dengan' perjanjian lisensi, dalam persetujuan TRIPs Bagian II

Bab 8 tentang Kontrol atas Praktek-praktek Anti-Kompetitif Dalam Lisensi

Kontraktual, khususnya Pasal 40 menyatakan beberapa kesepakatan para anggota

sebagai berikut ;"2 _

(1) Para anggota setuju bahwa praktek lisensi atau kondisi mengenai hak milik
intelektual yang membatasi kompetisi dapat menimbuikan dampak terbalik
pada perdagangan dan dapat menghalangi alih dan penyebaran teknologi.

(2) Tiada suvatupun dalam persetujuan ini melarang para . ‘anggota untuk
membedakan dalam hukum mereka prakiek-praktek lisensi-atau persyaratan
yang dalam kasus Khusus merupakan suatu penyalahgunaan hak milik
intelektual yang menimbulkan dampak terbalik pada persaingan dalam pasar

yang relevan. Sebagaimana diatur di atas, anggota dapat mengadopsi

Huala Adolf dan A Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukwm Dalam Perdagangan
Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal 33.

Periksa Perjanjian TRIPs (1994).dalam Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek,
dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Yayasan
Klinik HaK], Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
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perjanjian ini, secara konsisten dengan ketentuan lain dalam perjanjian ini,
tindakan yang tépat untuk mencegah atau menguasai praktek-praktek tersebut,
yang mungkin termasuk sebagai contoh kondisi pengambi!an kembali
eksklusif, kondisi yang mencegah tantangan atas keabsahan dan
pemberlakuan paket lisensi, dalam hal peraturan dan perundang-undangan
yang relevan dari anggota tersebut.

Berdasarkan uraian Pasal 40 TRIPs tersebut, para anggota (termasuk
Indonesia) sebenarnya dapat menentukan langkah-langkah untuk mencegah atau
mengendalikan praktek-prakick yang mengakibatkan alih teknologi dan
penyebaran tcknologi terhambat. Langkah-langkah tersebut tentu harus
dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, misalnya dengan memperjelas batasan-
batasan beberapa pasal UU Paten (misalnya Pasal 73) atau dengan membuat
aturan-aturan yang sama sekali baru, misalnya dengan menetapkan Peraturan
Pemerintah unuk melaksanakan UU Paten khususnya mengenai kontrak lisens
paten. _ : | .

Berdasarkan uraian tersebut dimﬁka, nampak hubungan yang efat antara
lisensi paten dalam rangka alih teknologi dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan
TRIPs. Indonesia memang telah merespons keharusan untuk menerapkan
ketentuan-ketentuan TRIPs, misalnya dengan merubah UU Paten 1989 ( UU No.

6 Tahun 1989) dengan UU Paten 1997 ( UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten) |
dan terakhir diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001. Tuntutan terhadap keharhsan
Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan paten (termasuk di dalamnya
lisensi paten) dengan Persetujuan TRIPs, merupakan salah satu diéiian yang kuat
agar lisensi paten dalam rangka alih teknologi ini tidak hanya diatur secara
kombinatif dengan UU Paten, melainkan harus dibuat peraturan perundangan
tersendiri atau memberikan penjelasan yang rinci terhadap pasai-pasal UU Paten
yang sumir. Upaya ini harus segera dilakukan untuk merespons era perdagangan
bebas ASEAN (AFTA) sehingga Indonesia (partner nasional dalam perusahaan
joint venture) mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan mendapatkan

perlindungan hukum yang memadai.
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B. Dampak  Pengaturan Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih
Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture.
(1) Implikasi Lisensi Paten dan Pelaksanaan Alih Teknologi secara Yuridis

Normatif.

Pertanyaan mendasar untuk mengetahui dan menemukan implikasi yuridis
normatif adalah apakah dengan adanya UU Paten dan pemberian lisensi paten
secara normatif (formal) mempunyai hubungan yang signifikan untuk
terlaksananya alih teknologi pada perusahaan joins venture 7 Kemudian apa tolok
ukur keberhasilan pelaksanaan alih teknologi ? Pertanyaan-pertanyaan ini akan
dijawab melaluni pembahasan dengan menggunakan norma-norma atau aturan-
aturan yang terkait dengan paten dan lisensi paten.

Penelitian ini menggunakan ukuran keberhasilan pelaksanaan alih
teknologi melalui pentahiapan tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Melvin
Knamzberg.” Dalam pengertian teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan,
ia membedakan tiga tahap dalam pengalihan teknologi, yaitu :

(1) Material transfer;
(2) Design transfer; dan
(3) Capacity transfer. i

Pada tahap pertama, material fransfer, yang terjadi hanyalah pengimporan
mesin-msein péralat’aﬁ-peralatan‘, bahan-bahan da'n__-._ teknik yang berhubungan
dengan produksi, maka disini yang terjadi adalah pengalihan teknologi sebagai
ilmu dari hasil teknologi. Penerima teknologi dalam hal ini bersifat pasif dan tidak
atau belum mampu memproduksi pcngctal_)uan tersebut.

Pada tahap kedua, design transfer?,: ;pengalihan teknologi dilakukan dengan
melalui elemen-elemen design, blueprint, formula-formula dan semacamnya.
Pada tahap ini kegiatan perama masih tetap dilakukan, namun diperuntukkan bagi
peinbuatan barang-barang sesuai dengan desain yang dikuasai, sehingga penerima
teknologi sudah dapat memproduksi barang-barang, tetapi masih tetap dalam

ketergantungan teknologi luar negeri ( technology transferor).

" Pandji Anoraga, Op. Cit., hal. 7-8.
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~ Pada tahap terakhir, capacity transfer, pengaliban teknologi dilakukan
melalui ilmu pengetahuan dan keahiian-keahlian teknis, dengan kemampuan
pengembangan produk yang sudah ada, bahkan kemampuan untuk melakukan
divesifikasi produk. Pada tahap terakhir ini, United Nation Cenire on

Transnational Corporation (UNCTC) menyebutnya sebagai pengembangan

kemampuan indigeneous ftechnology.'* Sedangkan yang dimaksud dengan

indigeneous technology capabilities adalah : *°

(1) Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan;

(2) Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor;

(3) Kemampuan mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses menghasilkan
produk-produk (inovasi, modifikasi, improvement). Pada tahap inilah
sebenarnya baru bisa dikatakan telah terjadi alih teknologi.

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi
(licensor) dengan penerima lisensi (licensee} dimana licensor dengan
pembayarandan kondisi-kondisi tertentu memberikan ijin kepada licensee untuk
menggunakan hak milik intelektualnya‘(inteilecluai property rights). Berdasarkan
Pasal 69-UU No.14 Tahun 2001, dapat dijelaskan bahwa pemegang paten berhak
memberikan kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Paten yang
- meliputi: '

'Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang

dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :

(a) Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan,
menyerahkan dan memakai, menyediakan untuk dijtiél atau disewakan atau
diserahkan hasil produksi yang diberi paten. |

(b) Dalam hal paten proses . menggunakan proses produksi yang diberi paten
untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

huruf a.

1 UNCTC, Effect and Policy Fssues, United Nations, New York, 1982, hal. 1.
" Peler Mahmud Marzuki, Luasnya Perlindungan Paten, Jurnal Hukwm Ul No. 12 Vol.6, 1y,
hal 29.
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Dalam pemberian lisensi paten, hak milik intelektualnya tetap melekat
atau tetap di tangan licensor. Jadi, hak miliknya tidek beralih atau berpindah
sebagaimana pada pengertian pemindahan hak (assignment) dalam perjanjian jual
beli. Dengan perjanjian lisensi secara tipikal licensor memberikan hak kepada
licensee untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten,
dengan imbalan berupa royalti dari pihak Jlicensee yang ingin memperoleh
manfaat dari pihak teknologi yang dimiliki licensor sebagai pemegang paten; dan
bersamaan dengan itu sekaligus melindungi licensee terhadap pihak ketiga atau
saingannya,

Di dalam konteks alih teknologi, seringkali terjadi salah tafsir, seolah-oleh
dengan kontrak lisensi paten atau bahkan dalam transaksi jual beli mesin dan
peralatan suatu industrial plant sudah dianggap transaksi alih teknologi. Alih
tekologi memang dimungkinkan melalui perjanjian lisensi patén, asalkan di
dalamﬁya diatur pula ketentuan tentang krow how '® intuk mengkomunikasikan
pengetahuan dan informasi teknis dan atau bantuan serta pelayanan teknis
lainnya."” Melalui penelitian ini juga dapat dibuktikan bahwa kontrak lisensi paten
yang dibuat para pihak, diikuti oleh kontrak-kontrak yang lain. Pada PT IK
kontrak lisensi paten yang dikombinasikan dengan bantuan teknis diikuti kontrak
lainnya seperti : kontrak pemberian know how, kontrak pelayanan teknis dan
kontrak lisensi merek dan nama dagang. Pada PT IS kontrak lisensi paten yang
berdiri sendiri, diikuti dengan kontrak bantuan teknik, kontrak lisensi know .how
saja. Pengalihan teknologi tidak dapat dilakukan melalui lisensi paten tanpa
discrtai bantuan teknik dan komunikasi know how yang baik. Bahkan meskipun

“"ada blue prj'nl dari mesin atau komponen tertentu yang diproduksi, tenaga kerja

' Know how dapat didefinisikan scbagai pngetahuan teknis atau organisasi yang memiliki

kekhasan dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan, dan
tidak merupakan milik umum (public domain). Wujud know how dapat berupa informasi atau
data tcknis dalam bentuk gambar, disket atau mikro film, misalnya rencana arsitektural
bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, biwe print mesin, daflar sukun cadang,
petunjuk-petunjuk operasi mesin atau metakit komponen-komponen, dafiar dan spesifikasi
material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin, process flow chart, pelunjuk pengemasan dan
penyimpanan dan lain-lain. (Periksa Ridwan Khairandy : Praktik Perdagangan Restriktif
dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian Lisensi Paten dalam Kekayaan Kapita Selekta
Hak Intelektual I, Pusat Studi Hukum ULL bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaK1 Jakarta ,
Yogyakarta, 2000, hal.61.

J.B. Lumenta, Op. Cit., hal 1-2,

17
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Indonesia di PT IK masih mengalami kesulitan untuk membuatnya, karena bahasa
dan tulisan yang dfpakai adalah tulisan Jepang (dengan huruf kanji), sehingga
penguasaan teknologinya pun akan mengalami hambatan.'®

Dalam UU Paten, lisensi paten (termasuk lisensi wajib) diatur secara
sumir pada Pasal 69 — 87. Pada pasal-pasal tersebut memang tidak dijelaskan
secara cksplisit bahwa tujuan pengaturan lisensi paten itu digunakan untuk
mendukung pelaksanaan alih teknologi. Namun implikasi ini dapat ditelusuri
melalui filosofi ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten oleh badan
legislatif. Disamping memberikan perlindungan hukum kepada penemu- atas hasil
karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk
menigkatkan atau mempercepat penguasaan imu dan teknologi dalam industri
oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat
diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan peast termasuk
didalamya melalui program alih teknologi. B

Bangsa Indonesia seharusnya dapat memfungsikan UU Paten sebagai
sarana untuk membuka pintu masuknya teknologi asing dan pengembangan
teknologi domestik (indigeneous technology). Karena UU Paten berperan sebagi
sarana, maka UU Paten juga dapat disalahgunakan untuk merugikan kepentingan
pembangunan Indonesia atau perekonomian nasional. Oleh sebab itu, UU Paten
harus diletakkan dibawah “payung” rencana alih teknologi Indonesia; termasuk di
dalamnya program alih teknologinya. ' |

Berdasarkan Pasal 69 UU Paten, pemegang paten mempunyai kekuasaan
untuk melaksanakan sendiri atau memberikan patennya kepada orang lain
berdasarkan suatu perjanjian lisensi teknologi. Pemegang paten itu bisa dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Jika pemberi lisensi paten ity berasal dari luar
negeri, maka terjadilah alib teknologi dari luar negeri ke dalam negara Indonesia.
Secara ideal, semakin banyak paten yang dilisensikan, maka semakin banyak put'zl
alih teknologi akan terjadi sehingga tenaga kerja Indonesia banyak menyerap dan

menguasai teknologi yang diimpor melalui kontrak lisensi paten tersebut.

'® Wawancara dengan Hadi Subagyo, Kapusdiklat PT IK.
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Apabila ditinjau dari aspek hubungan antara licensor dan licensee,
khususnya ditinjau dari kewajiban-kewajiban licensor, sebagaimana dianjurkan

oleh WIPO™, sebenarnya lisensi paten dapat dipakai sebagai sarana yang efektif

untuk pengalihan teknologi. Beberapa kewajiban pemberi lisensi yang dapat -

. mendorong terjadinya alih teknologi dari licensor kepada licensee, yaitu :

(1) Kewajiban umum, Kewajiban umum meliputi beberapa kewajiban minimum
licensor yaitu :

a. Untuk membuat dan memberikan hak yang dilisensikan “tersedia™’ bagi
licensee dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik®' dan
untuk memberikan jaminan-jaminan lain.

b. Licensor harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan
secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan dan menghasilkan
proses atau hasil yang dipatenkan,

(2) Jaminan kepada penerima lisensi (licensee).

' Kewajiban utama pemberi lisensi adalah bahwa ia harus menjamin
‘penggunaan paten tersebut dafﬁat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak
dapat dialihkan, dan sinambung; bila lisensi tersebut merupakan lisensi
eksklusif, licensor harus menjamin monopoli atau hak khusus penggunaan
paten di dalam wilayah yang dicakup dalam lisensi tersebut. J aininan lain oleh
licensor adalah bahwa pate'n terseut harus da;ﬁat- digunakan oleh Jicensee dan

bahwa secara ' teknik memungkinkan untik mengoperasikan  atau

¥ WIPQ, Licencing Guide for Developing Countries, A Guide on The Legal Aspects of The

--wgotiation and Preparation of Industrial Property Licenses and Technology Transfer
Agreement Appropiate to The Needs of Developing Countries, Geneva, 1977,

Tersedia ; maksudnya adalah bahwa ficensor harus membuat penemuan-penemuan atau hak-
hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi licensee-nya dan tidak boleh mencegah ficensee
dalam menggunakan hak yang dilisensikan tersebut. Licemsor juga harus memberikan
spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan-keterangan yang cukup yang
mengungkapkan hak yang dilisensikan.

Kewajiban ficensor untuk menjaga hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti licensor
harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Selain itu ficensor harus
menjelaskan kepada licensee bahwa patennya masih berlaku. Dalam hal patennya telah
menjadi milik omum (public domain}ficensor harus mengembalikan royalti yang telah
diterimanya dasi licensee.

21
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)

menghasilkan proses yang dipatenkan atau barang (produk) yang
dipatenkan.”

‘Bantuan kepada penerima lisensi (licensee).

Licensor  harus bersedia atas permintaan licensee unfuk membantu ,
berkonsultasi dan bekerjasama dengan tenaga teknikal dari licensee mengenai
rancang bangun, rekayasa, manufakturing, penelitian dan pelayanan terhadap
produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin,
alat-alat dan peralatan pabrik dan aliran produksi yang tepat dan diperlukan
untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan. Biasanya
licensee akan membayar gaji, biaya hidup dan perjalanan para ahli teknik
sclama ditugaskan. Hal ini dapat dilihat pada kontrak pelayanan (Service
Agreement ).

Berdasarkan penelitian, ketiga kewajiban yang telah disebutkan dimuka

secara formal telah dicantumkan dalam beberapa pasal pada kontrak lisensi paten,

atau juga pada kontrak bantuan teknis maupun pada kontrak pelayanan teknik

meskipun dalam variasi yang berbeda-beda.

Pasal 71 UU No. 14Tahun 200! tentang Paten, secara yuridis normatif

juga mempunyai implikasi yang positif, dalam arti dapat mendorong akselerasi

pcnguasaaﬁ teknologi yang dilisensikan melalui kontrak lisensi paten. Pasal ini

mengatur larangan-larangan terhadap’ lisensi paten yang memuat pembatasan-

'pcmbatasan atau hambatan-hambatan bagi bangsa Indonesia untuk menguasai

teknologi yang dilisensikan. Pasal 71 UU Paten ini menyebutkan :

()

@)

Perjanjian lisensi tidak boleh berisi ketentuan-ketentvan yang secara langsung
atau tidak langsung menyebabkan pengaruh yang dapat merugikan
perekonomian Indonesia atau pembatasan-pembatasan tertentu yang
menghalangi kemampuan bagi bangsa Indonesia untuk menguasai dan
megembangkan teknologi, pada umumnya , dan yang berkaitan dengan
temuan yang telah dipatenkan , pada khususnya.

Pendaftaran dan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang berisi
ketentuan-ketentuan yang tersebut ayat (1) harus ditolak Kantor Paten.

22

2

Pernyataan jaminan ini misalnya dapat dibaca pada Kontrak Lisensi Paten dan Bantuan Feknik
PT IK, khusunya pada Pasal 2 tentang Grany.
Wawancara dengan Gatot Sudadyo, Kabag Umum dan Personalia PT 1K dan dapat diperiksa
pada Service Agreement perusahaan tersebut,
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Penjelasan pasal ini menyatakan :

(1) Paten adalah sumber informasi teknologi yang sangat penting. Lisensi dengan
persyaratan yang tidak cukup dipenuhi, atau yang sepenuhnya menutup jalan
menuju penguasaan teknologi dalam paten, hanya akan menghambat
pengembangan kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi.

“(2) Penolakan ~ terhadap permohonan pendafiaran seperti  itu, dengan

mempertimbangkan penjelasan ayat (1), harus dilakukan oleh Kantor Paten.

Pasal 71 UU Paten tersebut merupakan peraturan yang begitu bagus yang
bertujuan untuk melindungi perekonomian Indonesia dan patner Indonesia yang
akan menjadi penerima lisensi paten. Pasal ini juga mempunyai potensi untuk
mendorong pihak Indonesia dalam melakukan alih teknologi melalui kontrak
lisensi paten. Namun demikian sebagai aturan atau norma, Pasal 71 tersebut juga
dapat disalahgunakan (smis-use) baik oleh pemberi lisensi maupun oleh Kantor

Paten.”® Hal inj disebabkan oleh karena Pasal 71 tersebut tidak memberikan

;ienjelasan yang lebih lanjut tentang pengertian, pembatasan, ruang lingkup dan

makna dari beberapa unsur pokok ayat (1)-nya atau dengan perkataan lain terdapat

ketidakjelasan (ambiguity) pada Pasal 71 tersebut.
Ketidakjelasan (ambiguity) Pasal 71 UU Paten tersebut, dalam praktek
dimanfaatkan oleh licensor untuk tetap mencantumkan pembatasan-pembatasan

atau hambatan-hambatan terhadap licensee. Ketentuan Pasal 71 tersebut menjadi

tidak berarti dalam mendorong akselerasi penguasaan teknologi melalui lisensi

paten khususnya pada perusahaan joint venture, oleh karena tidak ada peraturan -

pelaksanaan yang mengaturnya lebih lanjut mengenai konkretisasi pembatasan-
pembatasan atau hambatan-hambatan yang telah disebutkan.

" Disamping itu, dalam proses pembuatan kontrak lisensi paten, licensor
juga berpegang pada asas kebebasan berkontrak. Artinya, jika para pihak telah
melaksanakan perjanjian sesvai Pasal 1320 KUHPer dan berdasarkan Pasal 1338
KUHPer, maka perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang bagi kedua
belah pihak (Pacta Sund Servanda). Meskipun “kebebasan berkontrak” (freedom
of contract) dibatasi bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan “sistem

sosial” atau undang-undang, akan tetapi seclama tidak ada pembatasan atau

#*  Insan Budi Maulana, Op. Cit.,hal.51.
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penjelasan yang nyata dari Pasal 71, maka setiap orang mempunyai hak untuk
memilih jenis kontrak apapun, sehigga para pihak tetap mempunyai “kebebasan
berkontrak” untuk menentukan isi dan macam perjanjian itu.

Penelitian terhadap dokumen kontrak Hisensi paten dan berdasarkan
keterangan informan penelitian pada ketiga perusahaan joint venture dan
khususnya PT IK dan PT IS telah diperoleh bukti bahwa masih banyaknya
klausula-klausula yang berisi pembatasan-pembatasan dan hambatan-hambatan
terhadap licensee atan dalam aspek perdagangan internasional klausula-klausula
tersebut biasa disebut Restrictive Business Practices (RBP) yang dicantumkan
dalam beberapa pasal kontrak lisensi paten tersebut. Pembatasan ini oleh pemilik
teknologi dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerugian-kerugiannya
dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima
teknologi, Menurut United Nations Conference on Restrictive Business Practices,
Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP,
TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980, praktek pardagangan"rcstriktif merupakan
tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penjélahgunaan atau
pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau
dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada
perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan
ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis
diantara mereka, yang berdampak negatif sama.” o

Tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai RBP pada License

and Technical Agreement PT K dan Patent License Agreement PT IS antara lain .

sebagai berikut :2__6

- (1) Daiam hal impor bahan baku : o
PT Joint Venture selanjutnya disingkat PT JV, diharuskan mengimpor
beberapa bahan baku atau bahan setengah jadi dari pemilik paten atau
teknologi;

(2) Dalam hal ekspor :

25
26

Ridwan Khairandy, Op.Cit., hal. 62,
Sumber data : Dokumen Kontrak Lisesi dan Bantuan Teknik PT IK serta keterangan yang
didapatkan dari wawancara dengan beberapa staf, direktur PT IS,

55



PT JV, hanya diperbolehkan mengekspor produk pada negara-negara yang
ada lisensinya, agennya dan distributor yang disetujui oleh pemilik paten;

(3) PT JV tidak boleh menjual produk di luar teritori (Indonesia) tanpa ijin
pemberi lisensi paten;

(4) PT JV harus dapat menghasilkan produk sesuai standart baku yang telah
dirancang oleh pemilik paten dan bila tidak maka pemilik paten dapat
menghentikan produksi barang-barang tersebut; '

(5) PT IV tidak boleh mendafiarkan paten atas inovasi yang dilakukan tanpa ijin
pemberi lisensi;

(6) PT JV harus bersedia untuk melaporkan setiap inovasi (improvement) kepada
pemilik paten dan pemilik paten berhak atas paten dari inovasi tersebut yang
besrsifat non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan;

(7) PT IV tidak bolech menyaingi atau memamerkan atau mendebat atan
menyebabkan afiliasinya menyaingi hak milik atau validitas paten tersebut
dan tidak boleh bertindak membantu pihak—pihak lain untuk bertindak yang
akan merusak validitas, skope dan nilai paten tersebut;

(8) PT JV tidak boleh menghalangi pemilik paten untuk memiliki hak dan lisensi
yang tidak dapat dicabut, bebas royalti, non-eksklusif dan tidak dapat
dpindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan
(inovasi) untuk tujuan apapun selama masa perjanj'i'an, kecuali di feritori;

(9) PT JV harus menggunakan atau memproduksi hasil inovasi yang diiéﬁﬁkan
oleh pemilik paten dengan membayar initial payment dan atau rbyahy yang
disepakati oleh patner Jepang;

Pencantuman RBP dalam kontrak lisensi paten dan bantuan teknik pada

PT IK, tersebut telah menghambat penguasaan teknologi dalam rangka alih

teknologi, khususnya tenaga-tenaga ahli Indonesia. Hal ini telah disebutkan

dimuka, bahwa tenaga kerja Indonesia pada PT IK tersebut baru menguasai
produksi mesin diesel dengan-: penguasaan teknologinya sekitar 30% setelah PT IK
berdiri selama 27 tahun. Bila kondisi ini dikaitkan dengan tolok ukur keberhasilan
alih teknologi melalui pentahapan yang dikemukakan oleh Melvin Knamzberg,

maka alih teknologi pada PT IK baru pada tahap material transfer memasuki
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design transfer. Dengan petkataan lain PT IK baru mampu menghasitkan produk
mesin diese! dengan cara merakit komponen atau bahan baku impor dan sekitar
30% saja komponen (local content) bukan inti yang sanggup diproduksinya.

" Kondisi yang berbeda dijumpai pada PT IS dan PT IK. Pada kedua PT ini,
jenis patennya adalah paten proses. Jadi bukan produk yang dilindungi,
melainkan proses menghasilkan produk ‘jtulah yang dilindungi. Menurut
keterangan dari karyawan bagian produksi PT IS, Ahmad Syafei dan Direktur
Umum dan Personalianya, Paolo Mariono, tenaga kerja PT IS telah mampu
menguasai proses produksi sebesar 80% dalam kurun waktu 28 tahun sejak 1972.
Sekitar 20% sisanya masih tergantung kepada ahli-ahli Jepang, khususnya pada
bidang elektriknya, Bahkan tenaga kerja PT IS telah mampu memodifikasi proses
tersebut untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar (customer)
meskipun dalam batas-batas tertentu saja. Oleh karena itu taraf alih teknologi pada
PT IS sudah memasuki tahap ketiga, yakni sapai pada taraf indigeneous
‘technology. Meskipun demikian PT IS tetap tergantung kepada pemilik paten
baik _dalam proses produksi {khususnya di bagian listriknya) maupun dalam hal
bantuan teknik serta beberapa bahan baku khususnya cold coil

Yang membedakan dengan kedua perusahaan (PT IK dan PT IS) adalah
pemilik paten. Kalau pada kedua PT lainnya pemilik patennya adalah patner joint
venture, pada PT IR, pemilik pateﬁnya adalah pihak ketiga diluar patner joint
vénture. Penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia sudah mencapai 90%
dan “telah bisa melakukan modifikasi produk berdasarkan proses yang
diadaptasikan dengan kondisi Indonesia atau permintaan pasar (customer).
Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa alih teknologi pada perusahaan
Joint venture melalui kontrak lisensi paten juga dipengaruhi oleh s'iapa pemilik
teknologi tersebut. Apakah pemilik teknologi itu patner joins venture atau diluar
patner joint venture.

Dari penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa tidak semua kontrak lisensi

paren itu memuat banyak RBP. RBP yang paling banyak terdapat pada kontrak

27

Wawancara dengan Paolo Marione, Siti Aminsh Hasan (Staf Legal Official) dan Suhodo
{S1af’ Administrasi Umum scrta Ahmad Syafed (Bagian Produksi yang pernah training di
Jepang).
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lisensi paten pada PT IK dengan jenis paten produk. Sedangkan pada PT IS
dengan jenis paten proses, tidak banyak dijumpai klausula tentang pembatasan
(vestriksi) perdagangan, sehingga keberhasilan proses alih teknologinya pun lebih
dapat diharapkan. Namun demikian tetap harus disadari bahwa adanya RBP
tersebut dapat mengubah potensi Pasal 71 UU Paten untuk mempunyai implikasi
positif dalam alih teknologi menjadi tidak mcmﬁunyai peran yang berarti dalam
mengkondisikan pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten pada perusahaan

Joint venture,

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dalam
Pengaturan Lisensi Paten.

Untuk menelaah implikasi secara yuridis sosiologis tersebut dimuka,
digunakan Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat yang dikemukakan olch
William C. Chambliss dan Robert B. Seidman (Chambliss dan Seidman). Teori
tersebut didasarkan pada konsep Lundberg dan Lansing tentang rekayasa
masyarakat dengan menégunakan hukum sebagai sarana (as a tool of social
engeenering) serta konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap hukum
sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka tesis ini.

.I Penggunaan teori yang bersifat yuridis sosiologis menjadi penting oleh
karena hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan'faktor;
faktor sosial diluarnya yang akan berinteraksi secara resiprositas. Untuk
memahami implementasi hukum dalam masyarakat, maka teori yang bersifat
yuridis sosiologis mutlak diperlukan, apabila penelitian tersebut bertujuan untuk
mendapatkan penjelasan, menibandingkan antara das Sollen dengan das Sein,
antara law in books dengan law in action-nya.

Secara teoritis merﬁang dapat dikatakan bahwa kontrak lisensi paten yang
diatur dalam UU Paten 1997, merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih
teknologi dari. pemilik kepada penerima teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena
kontrak lisensi paten tersebut pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk

menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemiiik teknologi
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kepada penerima teknologi.”® Namun secara sosiologis, keberhasilan kebijakan

untuk pengaturan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih tcknologi} ini

sangat tergantung bukan saja pada faktor-faktor yang bersifat yuridis normatif,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat yuridis sosiologis,

misalnya menyangkut budaya hukumnya, penegakannya, pertimbangan atau
motivasi para pihak dan sebagainya.

Konsep bekerjanya hukum sosiologis yang dikemukakan oleh Chambliss
dan Seidman akan digunakan untuk menganalisis fungsi hukum (UU dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lisensi paten) dalam
pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint vemture. Bekerjanya hukum
tersebut dapat diragakan sebagai berikut :

KSP (political will, motivasi dan perilzie,
Tekannn pensusabal

- duniutan DPR + Presiden . o
Masyarakat » wTO Technolegy planning
LV | (peruu Paten) [
> il

-
L4

LY
Umpan balik tre.spons, usulan perubahan
norma, Kesulitan ttwmbntan) dalam prektek

'4 .
Umpart ballk { kesulltan teknis )
Forma, ussulan perubahan 5

[
i
rorma sekuhder primer 1
v perintah brenindak * keawqiiban Heensor %-Hcmsee
pelenggo ontrak lsenki

* mekanismye kerjo

K.Paten ’——*’—-1
DepKeh + AL
Teknologi
- T > ] P ﬂh
. Umpan batik (keherdlar], usutan penundaan, sikap
A . Menolak, dan tyesfions Iginnya)
CONTROL
KSp Ksp
* Budaya hukum penerap sanksi ® Budaya hukum para pihak
® Good will pencrap sanksi # Motivasi dan perilakn
® Tekanan penguseha # Kedudukan para pihak
® Peranan penerinigh ® ‘Ickanan lembaga terkait

Keterangan : KSP = Kekualan Societal dan Personal

B Amir Pamuntjak, Op.Cit, hal.11.
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Implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada

perusahaan joint venture, dapat dijelaskan melalni uraian dari ragaan tersebut di

atas sebagai berikut :

(D

@

Masyarakat (golongan-golongan masyarakat) " menuntut kepada negara

(melalui kekuasaan formalnya) untuk mengurangi ketergantungan teknologi

dan dalam upaya meningkatkan penguasaan teknologi asing dalam rangka

industrialisasi, dengan cara menggunakan hukum sebagai sarana (UUPMA,

UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten).

Pengguanaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial untuk

mendorong alih teknologi melibatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan

oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang

dilakukan oleh anggota masyarakat (ficensor dan licensee) dan oleh pejabat

pemerintah (K. Paten, BKPM (D), DepKeh dan HAM, Pengadilan). Tuntutan

masyarakat (golongan-golongan masyarakat), oleh lembaga pembuat

peraturan perundang-undangan (DPR + Presiden, WTO) ditindaklanjuti'

dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undzingan (baik yang

bersifat nasional maupun internasional), yaitu :

1. UU No. | Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA.

2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World
Trade Organization (WTO), khsususnya mengenai TRIPs. -'

3. UU No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang
didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

4. KUHPerdata Indonesia.
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 1997
tentang Paten (termasuk didalamnya Lisensi Paten).

6. Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology
(Group 77) Tahun 1977,

7. Ketentuan United Nations Conference on Trade and Development
{(UNCTAD) dari PBB.

8. Ketentuan-ketentuan  dari ~ World  Imellectual  Property  Rights
Organization (WIPO), misalnya tentang Petunjuk Pembuatan Perjanjian
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4)

)

(6)

Lisensi dalam Alih Teknologi (Licensing Guide for Developing Countries
1977).

(3) Disamping masyarakat menuntut lembaga pembuat peraturan agar
membuat peraturan perundang-undangan, juga sckaligus menuntut agar
lembaga penerap sanksi (K. Paten, BKPM (D), Dep. Keh dan HAM,
Pengadilan, WTO) agar memberikan sanksi apabila peraturan-peraturan
hukum tersebut diatas dilanggar oleh seseorang anggota masyarakat baik
perorangan maupun badan hukum.

Lembaga pembuat peraturan, secara sosiologis tidak bekerja dirnang hampa.
Lembaga ini méndapat tekanan berupa KSP (kultur hukum, tuntutan-funtutan
golongan, tekanan penguasa pengusaha dan lain-lain) dan Umpan balik dari
lembaga penerap sanksi {kesulitan di lapangan, adanya ambiguitas pasal-
pasal) dan pemegang peran. Faktor-faktor diluar lembaga inilah yang turut
menentukan corak, jenis, serta muatan peraturan yang dibuat dalam rangka
alih teknologi. '
Keterlambatan pembuataﬁ Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur
lisensi paten sebagai tindak lanjut UU Paten, ditengarai adanya faktor-faktor
societal personal yang cukup kuat terhadap lembaga pembuat peraturan. Pada
masa Orde Baru (1966 — 1997), campur tangan pemerint::ih terhadap lembaga
pembuat peraturan ini sangat dominan. Peraturan Pemerintah tersebut
merupakan produk hukum yang dibuat ."'o'l'eh Presiden tetapi juga hérus
mendapat persetujuan oleh DPR. Apabila kepentingan penguasa, termasuk
kroni dan keluarganya merasa terancam oleh PP tersebut, tentu PP tersebut
tidak akan segera direalisasikan, oleh karena akan merugikan kepentingan-
kepentingan tersecbut. Misalnya dalam hal pendaftaran dan pencatatan lisensi,
kewajiban ini menimbulkan “cost” sehagaiména ditentukan oleh peraturan
menteri. Keterlambatan ini juga dapat disebabkan oleh “pofitical wilP’
pemerintah yang tidak mendukung karena idak ada “fechnology planning”
yang pasti.

Dalam praktek keterlambatan adanya PP khusus mengenai lisensi paten

terschut menimbulkan akibat buruk dalam pengaturan kewenangan lembaga
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penerap sanksi (K. Paten, BKPM (D), Dep Keh dan HAM). Kantor Paten atau
Kanwil Dep Keh dan HAM tidak dapat mengontrol pembuatan kontrak lisensi
paten oleh karena kontrak tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan pada
Kantor Paten atau melalui Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah,
Lembaga-lembaga ini merasa tidak mempunyai kewenangan untuk
mengontrol pelaksanaan kontrak lisensi karena tidak adanya peraturan yang
memberi kewenangan untuk .2
(7) Licensor dan licensee {pemegang peran) juga merasa tidak mempunyai
kewajiban untuk mendaftarkan kontrak lisensi paten. Hal ini juga disebabkan
oleh karena tidak ada peraturan teknis yang mewajibkan mereka untuk
mendaftarkan dan bila tidak didaftarkan pun tidak ada sanksinya. Dengan
demikian pemerintah tidak dapat mengontrol kontrak lisensi paten tersebut.
Oleh karena itu mereka bebas memperjanjikan apa saja yang dikendaki atau
yang tidak dikehendaki, termasuk didalamnya adalah pencantuman
Restrictive Business Practice (RBP). Meskipun pencantuman RBP ini dapat
merugikan patner Indonesia, tetapi mereka tidak dapat menolaknya karena
posisi (bargaining position-nya) yang lemah, baik ditinjau dari aspek
kepemilikan saham, teknologi maupun kepengurusan perusahaan (direksi).
Melalui peneiitiaﬁ ini juga dapat diungkapkan bshwa RBP inilah yang
sebenarnya secara potensial menghambat ﬁelaksanaan alih teknologi pada
perhsahaan Jjoint venture. Hal ini dapat diungkapkan berdasarkan penelitian
'. pada PT IK (dengan jenis paten produk). Ketentuan tentang “grant back”,
pembatasan ekspor, pembatasan inovasi (improvement), keharusan impor
bahan baku. atau setengah jadi, telah mempengaruhi kemampuan tenaga kerja
Indonesia dalam penguasaan teknologi yang dilisensikan tersebut.
Berdasarkan ragaan tersebut dimuka juga dapat diketahui bahwa tingkah
laku licensor dan licensce (pemegang peran) sebenarnya merupakan resultante
{hasil penjumlahan) atau akumulasi dari beberapa faktor, yaitu norma hukum UU

Paten dan peratwran perundang-undangan yang terkait atau kompleksitas

¥ Wawancara dengan Setyaivati, Legal Official dan PPNS Kanwil Dep. Keh dan HAM Jawa

Tengah, 3 Nopember 2005,
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peraturan perundang-undangan yang tadi sudah disebutkan, intensitas kegiatan
lembaga penerap sanksi (K Paten, BKM (D), Dep Keh dan HAM dan lain-lain
serta kekuatan societal personal (KSP) yang berupa sub sistem-sub sistem sosial
dan kekuatan personal para pihak. Kekuatan sosial para pihak berupa budaya
hukum (legal culture), praktek-praktek asas kebebasan berkontrak dalam
masyarakat, kedudukan para pihak. Sedangkan kekuatan personal pemegang
peran dapat berupa budaya hukum para pihak termasuk itikad baik, perilaku bisnis
para pihak, ratio kepemilikan saham, serta semangat kebangsaan (nasionalisme)
para pihak. Keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan dan
lembaga penerap sanksi dalam variasi yang berbeda.

Pemegang peran (licensee dan licensor) dapat memberikan respons
sebagai umpan balik (feed back), baik kepada pemerintah (sebagai lembaga
penerap sanksi) dan langsung kepada lembaga pembuat peraturan. Respons
tersebut dapat berupa reaksi-reaksi atail tanggapan-tanggapan yang harus
diperhatikan agar norma-norma yang ditujukan kepada mereka dapat
direalisasikan. Hasil penelitian ini khususnya di PT IK menunujukkan bahwa
respons yang diberikan oleh pemegang peran tersebut bersifat negatif.’® Maksud
respons negatif tersebut adalah tindakan-tindakan licensor dan licensee tersebut
tidak mendukung realisasi norma-norma yang ditujukan kepadanya yang
diarahkan untuk pengalihan teknologi. "Tindakan-tindakan tersebut justeru
menghambat penguasaan teknologi yang dilisensikan. Tindakan itu misalﬁya,
licensor masih leluasa mencantumkan pasal-pasal yang bermuatan RBP serta
kontrak lisensi paten tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Paten melalui
Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah. Respons negatif tersebut
discbabkan oleh karena adanya “ambiguity” norma-norma (UU Paten) yang
ditujukan kepada mereka. Respons negatif ini juga diperburuk dengan lemahnya
aktifitas penerapan sanksi bagi licensor yang melanggar ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan paten. Lembaga penerap sanksi ini masih terpaku

dengan keharusan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tanpa mencoba untuk

10

Wiwancara dengan Hadi Subagyo (Pusdiklat) dan Gatot Heruw S. {Kabag Hukum dan
Personalia) 171 1K,
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menerobos keharusan tersebut dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak)
atau petunjuk teknis (juknis) sistem pendaftaran dan péncatatan kontrak lisensi
paten dan pembatasan Pasal 71 UU Paten’!. Pada taraf inilah political will
pemermtah dan semangat kebangsaan (nasionalisme) serta kesatuan langkah antar
dcpartcmen yang terkait sangat diperlukan.

Lembaga penerap sanksi (K Paten, Kanwil Depkeh dan HAM, BKPM (D)
dan Deprindag) juga tidak bekerja diruang hampa yang bebas dari pengaruh
lingkungannya. Lembaga ini dipengaruhi oleh faktor sosial personal dan pilihan-
pilihan. Pelaksanaan dan pemantauan lisensi paten sangat memerlukan peranan
lembaga-lembaga tersebut baik dalam hal penerapan sanksi perdata, administratif
maupun penerapan sanksi pidana. Adanya indikasi tidak dilaksanakannya tujuan
utama pemberian lisensi paten yaitu alih teknologi, antara lain disebabkan oleh
karena pemerintah melalui lembaga tersebut tidak berperan secara optimal. Secara
klasik, alasan wtamanya adalah karena tidak ada kewenangan yang mengatur
lisensi paten tersebut secara materiil maupun formal seperti Peraturan Peméri_ntah
(PP) yang diamanatkan oleh Pasal 73. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Akibatnya pelaksanaan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten tersebut tidak
dilakukan secara sungguh-sungguh olch para pihak dan tidak terkontrol oleh
pemerintah.

" Pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten dapat efektif
apabila beberapa komponen bekerjanya hukum dalam masyarakat bcrfuﬁgsi
optimal dalam mendukung proses pengalihan teknologi dalam perusahaan joint
venture. Oleh karena itu melalui teori bekerjanya hukum sosnologls ini juga
"terdapat dua kemungkihan penggunaan lisensi paten sebagai sarana alih teknologi.
Kemungkinan pertama adalah alih teknologi pada perusahaan tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik (misalnya pada PT IS dengan jenis paten proses).
Kemungkinan kedua yaitu justeru yang terjadi sebaliknya, lisensi paten tidak
menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan

Joint venture, misalnya pada PT IK.

3 Wawancara dengan Setyawati, Legad Official dan 'PNS Kanwil DepKeh dan HAM Jawa

Tengah.
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Pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten pada PT IK
tidak betjalan efektif, Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal PT IK.
Faktor internal PT 1K misalnya, banyaknya pasal-pasal RBP pada kontrak lisensi
dan bantuan teknik, jenis patennya adalah paten produk, ratio kepemilikan saham
patner asing jauh lebih (67%) seﬁa para pihak tidak sungguh-sungguh berusaha
agar terjadi alih teknologi. Faktor eksternalnya misalnya peranan lembaga penerap
sanksi yang tidak optimal dan diperburuk dengan tidak adanya peraturan
perundang-undangan yang membatasi pasal-pasal UU Paten khususnya tentang
lisensi paten misalnya Pasal 73 UU Paten. Pada beberapa pasal tersebut masih
terdapat ambiguitas sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafSiran yang
berbeda.

Impikasi lisensi paten terhadap pelaksainaan alih teknologi pada
perusahaan joint venture juga ditentukan oleh “rechnology planning” yang harus
ditetapkan oleh pemerintah. Technology planning inilah yang menjadi “payung”
pelaksanaan alih teknol(_)gi. Tanpa perencanaan yang matang, maka pengaturan
lisensi paten tetap tidak dapat mendorong akselerasi proses pengalihanan
teknologi. Disamping itu implikasi tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas
kontrol atau pemantauan oleh lembaga penerap sanksi terhadap pelaksanaan alih
teknologi oleh pemegang peran. Melalui kontrol ini diharapkan dapat diketahui
kondisi proses pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten. Hasil pemantauan
tersebebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan
apakah perusahaan-perusahaan tersebut masih layak untuk diperpanjang ijin
usahanya, atau mungkin diperlukan upaya-upaya administratif, persuasif bahkan

mungkin sampai pada aspek p|dana
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada

bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran tentang urgensi

pengaturan lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint

venture, khususnya pada PT IK, PT IS di Kota Semarang dan Surabaya.

A. Kesimpulan

1,

Pengaturan khusus tentang lisensi paten dalam rangka alib teknologi pada

penanaman modal asing sangat mendesak dilakukan. Beberapa alasan yang

melatarbeiakangi pentingnya pengaturan lisensi paten yaitu :

(1) Peranan lisensi paten sebagai sarana untuk mendorong pelaksanaan alih
teknologi pada perusahaan joint venture;

(2) Pengatﬁran mengenai lisensi paten di Indonesia masih sumir;

(3) Pentmgnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjlan atau
kontrak lisensi paten;

(4) Pentingnya upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak kontrak
lisensi paten; _

(5) Penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual
Property Rights).

Dampak pengaturan lisensi patcﬁ' ferhadap pelaksanaan alih teknologi pada

perusahaan joint venture dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu implikasi secara

yuridis-normatif dan implikasi secara yuridis-sosiologis.

Implikasi secara yuridis-sosiologis, didasarkan pada pertimbangan-

© pertimbangan atau faktor-faktor yang ‘bersifat sosiologis dengan menggunakan

konsep hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (as a fool of social

engineering). Dalam hal ini kontrak lisenst paten (yang diatur dalam UU Paten -

Pasal 69-73), dapat digunakan sebagai sarana  untuk alih teknologi pada
perusahaan joint veniure. Karena sebagai sarana, maka lisensi paten dapat

mempunyai dua polensi yang berbeda. Pada satu pihak dapat mempercepat
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penguasaan teknologi asing, tetapi dipihak lain juga berpotensi sebagai alat

monopoli investor asing di Indonesia. Keberhasilan alih teknologi melalui lisensi

paten (UU Paten) pada perusahaan joint venture sangat tergantung pada beberapa

komponen dalam proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu :

a. Tuntutan masyarakat (golongan-golongan) kepada lembaga pembuat

€.

plsraturan (pemerintah dan DPR) mengenai perencanaan teknologi
{(technology planning) dan alih teknologi.

Peranan lembaga pembuat peraturan (pemerintah, DPR dan WTO, PBB)
dalam melindungi pihak yang lemah dalam kontrak licensi paten.
Tingkah laku dari pemegang peran (licensor dan licensee).

Faktor diluar sistem sebagai presser group, aitu kekuatan-kekuatan
societal dan personal yang menekan lembaga pembuat peraturan,
lembaga pencrap sanksi dan pemegang peran.

Perencanaan teknologi dalam rangka industrialisasi di Indonesia.

3. Dengan menggunakan konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss

dan Seidman), hukum ternyata tidak bekerja dalam ruang hampa dan tidak

bersifat streril. Bekerjanya hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan di

bidang paten dan lisensi paten ) dalam masyarakat, dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berada diluar lingkungannya. Beberapa faktor yang dominan

mempengarvhi kebijakan pemerintah dalam pengaturan kohtrak lisensi paten

dalam rangka alih teknologi pada perusahaan joint venture yaitu :

a.

Kedudukan para pihak (baik dalam Joint Venture Agreement maupun
dalam kontrak lisensi paten.
Motivasi dan perilaku bisnis para pihak (ficensor dan licensee). -
Budaya hukum (fegal culture) para pihak.

Peranan Pemerintah (political will) dalam dalain pelaksanaan kontak

lisensi paten.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan,

diajukan beberapa saran atau rekomendasi yang semestinya ditindaklanjuti oleh pihak-

pihak yang berkompeten. Beberapa saran yang sangat urgen yaitu

1.

Lisensi paten dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk pengaliban teknologi,
khususnya pada perusahaan joint ventrure. Oleh karena itu, pemerintah (bersama
DPR) hendaknya segera mengatur lisensi paten ini secara spesifik dan terperinci,
misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Pengaturan
tersebut ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan (mis-use) lisensi paten
oleh licensor sehingga dapat merugikan perekonomian nasional.

Upaya untuk memperkuat atau lebih menyeimbangkan posisi (bargaining
position) pihak nasional dalam perusahaan joint venture, hendaknya terus
dilakukan, misalnya dengan melindungi patner nasional tersebut dari tindakan-
tindakan licensor yang dapat menghambat perdagangan (Restrictive Business
Practice (RBP)). Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara meniadakan
“ambiguitas” Pasal 71 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan segera

menentukan sistem pendafiaran dan pencatatan kontrak lisensi paten.

~ Pihak nasional dalam perusahaan joint venture hendaknya segera menyadari

bahwa ketergantungan teknologi yang terus-menerus ternyata dapat merugikan
pihak nasional. Perusahaan joint venture harus membayar patner asingnya
berupa deviden, royalty, initial payment dan technological fee yang lain. Oleh
karena itu patner nasional (tenaga kerja Indonesia) harus secara aktif (proakﬁt)
imuk menuntut pengalihan teknologi dan bila mungkin merebutnya dari pihak

asing.
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

CATATAN :

1. Daftar pertanyaan ini mohon dijawab dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Hasil yang akan diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan ilmiah
saja..

3. Mohon berikan tanda ( v) pada kolom yang tersedia.

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1.

Bentuk Perusahaan :

a. PT ()
b. CV ( )
c. Firma ()
d. Lain-lain ()

[jin Usaha Sebagai Perusahaan :

a. PMDN ()

b. PMA ()

¢. Joint Venture (Patungan ) ()
d. Lain-lain ()

Tentang karyawan

a. Semuanya Tenaga Kerja Indonesia ()

b. Ada Tenaga Kerja Asing ()
Bekerja dibidang ..........cc...oooovnn

Sasaran Produk :

a. Pasar dalam negeri ()
b. Pasar luar negeri ( )

c. Pasar dalam dan luar negeri ()

e. Bila pasar luar negeri mohon disebutkan negara tujuan....................

Bahan Baku :

a. Dipenuhi dari dalam negeri ()
b. Import dari luar negeri ()
c. Dari dalam negeri dan import ( )

d. Bila bahan baku dari Import mohon disebutkan dari negara mena

Bila bahan baku berasal dari import apakah berasal dari negara pemilik
lisensi. .

a. Ya

()
b.Tidak ()



7. Apakah ada standart dalam penentuan bahan baku .
a. Ya ()
b. Tidak ( )

8. Tentang kontribusi pada pembangunan ekonomi :
a. Jumiah tenaga ketja

1. Dibawah 100 orang ()
2. Diatas 100 orang ()
b. Tingkat pendidikan tenaga kerja :

1.8D (U Orang)
2.SLTP (coeeenne orang )
3.5LTA (cooeener orang )
4. Akademi/DIII (e orang )
5. Sarjana (e orang

¢. Kontibusi pada Pemerintah :
1. Berupa pajak
2. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja
3. Lain-lain

A p——
S s

B. TENTANG KONTRAK LISENSI PATEN :
1. Lisensi paten yang digunakan berasal dari negara ................ e

2. Pemilik lisensi adalah :

a. Pihak Pemilik di luar negeri ()
b. Pihak PMA di dalam negeri ( )
c. Pusat Perusahaan joint venture ()

d. Lain-lain ..o,

3. Pada tahap awal negosiasi dengan pemilik lisensi apakah melalui tahap-

tahap tertentu :

a. Pembuatan memorandum (. )
b. Pembuatan MOU _ )
c¢. Pembuatan kontrak ()

e, Lain-lain ..o e

4. Apakah pada tahap awal kontrak lisensi terdapat kegiatan sbb :

a. Tranfer alat-alat produksi ()
b. Kegiatan rancang bangun (formula) ( )
c. Alih kemampuan | ()
d. Lain-lain ............... e
5. Apakah kontrak lisensi paten juga mencakup hal-hal sbb :
a. Bantuan teknik ( )



b. Pengetahuan teknik ()
c. Merek dagang (
d. Lain-lain ..o,

C. TENTANG ALIH TEKNOLOGI

1.

Ao o p

Apakah teknologi yang digunakan untuk membuat produk telah
dimintakan paten di Indonesia ?

a.Ya ()

b. Tidak { )

Bila telah dimintakan Paten siapakah yang memintakan pendaftaran

paten

a. Pihak penyewa / nasional ()

b. Pihak pemilik Paten dari Luar Negeri ()

c. Pihak Pemilik Paten dari Dalam Negeri ( )

d. Pihak lain ...

e. Tidak tahu ( )

Tentang teknologi yang digunakan apakah terdapat program alth
teknologi

a. Ada ' ( )

b. Tidak ()

Bila ada program alih teknologi bagaimana bentuknya :

Training/ pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia ()
Mesin dan alat berat. 5 ()
Know How ()
cLain-lain ...

Apakah semua teknologi yang digunakan dilisensikan :

a. Ya ( )

b. Tidak ( ) ’
Apakah ada produk yang diberikan dengan teknologi yang tldak
dilisensikan ?
a. Ada ()

b. Tidak ( )

Apakah ada bahan baku yang harus diimpor dari pemilik lisensi ?
a. Ada ( )

b. Tidak { )

Apakah ada jasa tertentu yang harus disewa dari pemilik lisensi ?
a. Ada ()



10.

1L

12

13.

14.

15.

16.

17.

b. Tidak ()

Apakah dalam klausula ini ada DivisiR & D ?
a. Ada ( )
b. Tidak ( )

Apakah ada pihak lain yang menerima juga lisensi Paten ini di Indonesia?
a. Ada ()
b. Tidak ()

Apakah lisensi paten ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia ?
a. Ya ( )
b. Tidak ( )

Bagaimanakah terhadap penemu baru / inovasi terhadap yang
dilisensikan, apakah ada keharusan menyerahkannya kepada pemilik
lisensi ?

a. Ya ()
b. Tidak ()
Bila ya, apakah ada ganti rugi / kompensasi ?

a. Ya ( )
b. Tidak { )

Apakah pemerintah ikut mengawasi dalam kontrak lisensi tersebut ?
a. Ya ()
b. Tidak ( )

Apakah kontrak lisensi paten tersebut didaftarkan pada Kantor Paten,
Merek dan Cipta ?

a. Ya ()

b. Tidak ()

Apakah dalam kontrak lisensi paten tersebut ada Klausula terlentu yang
dirasakan cukup memberatkan ?

a. Ada ( )

b. Tidak () :

Bila ya, mohon disebutkan tentang apa .............. S P

Apakah klausul dalam kontrak dibuat :

a. Secara sepihak oleh pemilik lisensi ()

b. Secara bersama antara pemilik lisensi dgn penerima lisensi. ()
c. Secara sepihak oleh penerima lisensi ()



—

18.

19.

20.

21.

e. Caralain........c..cooiviiiiannnnn. {mohon sebutkan ).

Apakah kontrak lisensi paten tersebut dilakukan melalui tahap-tahap
tertentu ?

a. Ya ()

b. Tidak ( )

Bila ya mohon disebutkan ...........cccoooiiiii s
Apakah ada kontrak lain selain kontrak lisensi paten ?

a. Ada { ) Mohon disebutkan

b.Tidak ()

Apakah pernah mempermasalahkan Paten atau Perlindungan atas
teknologi yang akan digunakan masih berlaku atau tidak 7

a. Pernah ( )

b. Tidak ()

Apakah hal tersebut diatur dalam kontrak lisensi :
a. Ya ( )
b. Tidak ( )

22. Dalam kontrak lisensi apakah ada larangan untuk mengadakan perjanjian
sejenis dengan pihak lain ?
a. Ya ()
b. B. Tidak ( )

23. Apakah Lisensee dibolehkan untuk mengadakan penelitian yang

24.

25.

ditujukan untuk memodifikasi atas teknologi yang diterima ?
a. Ya ( )
b. Tidak ( )

...............................................................................................

..............................................................................................

Apakah penyewa teknologi mempunyai kewenangan menentukan tenaga
kerja yang berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan ?

a. Ya ( )

b. Tidak { )




26. Apakah ada keharusan menggunakan tenaga asing yang ditentukan oleh
i lisensor dalam penggunaan teknologi ?

| a. Ya ( )

b. Tidak ()

Bila Ya, jabatan apa yang dapat ditempati, mohon dijelaskan..................

...................................................................................................

...................................................................................................

27. Siapakah yang menentukan harga produk barang ? -

a. Penyewa Teknologi |
b. Pemilik Teknologi ¢ )
¢. Bersama-sama ( )

28. Apakah penyewa teknologi dibolehkan melakukan modifikasi teknologi
yang diterima sesuai dengan kebutuhannya

a.Ya ( )
b. Tidak )
29. Apakah ada perjanjian yang mengatur mengenai penjualan produk dari
pemilik teknologi : :
a.Ya ( )

b. Tidak  { )

30. Apakah ada keharusan menunjuk Agen Tunggal / Distributor Tunggal
- dalam menjual produk :
a. Ya ()
b. Tidak ( )

f 31. Apabila pemilik teknologi melakukan inovasi dikemudian hari atas
| teknologi yang digunakan penyewa, apakah ada keharusan untuk
@ menggunakan inovasi tersebut : .

" a.Ya ( )

b. Tidak ( )

32. Apakah produk yang dihasilkan dengan teknologi tersebut boleh
diekspor
a. Ya ( )
b. Tidak ( ) _
Bila Ya, apakah ada pembatasan wilayah ekspor ?
a. Ya ( )
b. Tidak ( )




33. Apakah ada pembatasan publikasi / advertensi pada konsumen atas
produk yang dihasilkan dengan teknologi yang disewa dari pemilik
teknologi :

a. Ya ( )
b, Tidak ( )
Bila Ya, mohon disebutkan pembatasan tersebut ................ocooieniin

...................................................................................................

...................................................................................................

34, Apakah ada keharusan membayar royalti kepada pemilik teknologi
setelah perlidungan hukum teknologi terseut berakhir :
a. Ya ¢ )
b. Tidak ( )

35. Apakah dalam kontrak lisensi terdapat pembatasan mengenai larangan
penggunaan teknologi setelah masa kontrak berakhir :

a. Ya ( } :
b. Tidak  ( ) : .
Bila Ya, apakah bentuk pembatasan tersebut ?.................ooin

...............................................................................................

...............................................................................................

36. Dalam kontrak lisensi apakah terdapat klausula yang mengharuskan
untuk memberikan saham pada pemilik teknologi ?-
a. Ya { ) '
b. Tidak { )
37. Apakah pemilik teknologi ikut serta dalam manajemen perusahaan ?
a. Ya ( )
b. Tidak ( )
Bila Ya, untuk berapalama ?..............coocoiiiiiiii




38.

39.

40.

4].

42,

43.

45,

46.

47,

Apakah tenaga kerja Indonesia telah mampu menguasai teknologi yang
digunakan dalam produksi ?

a. Sudah ()

b. Belum ( )

Bila sudah, kira-kira telah menguasai berapa persen ? .................. %.
Berapa persen kandungan lokal ( local content) dari produk yang

dihasilkan ?.............ooceiill %.

Apakah Perusahaan yang Bpk Pimpin mempunyai perusahaan sub-
contraktor ?
a.Ya ( ) b.Tidak. ( )

Bila ya berapa jumlanya ? ................. perusahaan.
Apakah TKI telah mampu melakukan modifikasi atau inovasi atas produk

yang dihasilkan ?
a. Ya ( ) b. Tidak ( )

. Bila ya dalam bentuk apa saja ? Mohon disebutkan :

......................................................................
.....................................................................

.....................................................................

Apakah di Perusahaan yg Bpk pimpin disediakan lembaga penelitian dan
pengembangan (litbang) ?
a.Ya () b.Tidak ()

Bila ada apa saja tujuan lembaga tersebut ?

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................




48.

49.

50.

ol.

52.

53.

........................................................................

........................................................................

Pelaksanaan alih teknologi tersebut atas inisiatif siapa ?
a. Pemililik teknologi (licensor ) ()
b. Penyewa teknologi (licensee) ()

Bila sewaktu-waktu patner Jepang meninggalkan atau diganti patner lain,
apakah TKI sudah mampu untuk tetap berproduksi dengan teknologi
yang telah digunakan ? ,

a. Ya {( ) b. Tidak ()

.............................................................

............................................................................................

.............................................................................................

Apakah pihak Indonesia pernah mempermasalahkan tentang berlakunya
hak paten atas produk (masih berlaku atau tidak } ?
a.Ya () b. Tidak ( )

Bila ya, bagaimana tanggapan pemeberi lisensi ?

..............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

Royalti yang ada, dibayarkan untuk atas penggunaan paten apa saja ?
Paten atas produk. ( ) ' '
Paten atas proses. ()
Merek ( )
)

Trade name

o op

R.oyalti tersebut dibayarkan untuk jangka waktu berapa lama :
a. setiap tahun ()
b. setiap bulan ()
c. per satuan pruduk { )

Berapa persen royalti yang dibayarkan kepada licensor ?

al-15 % )
b.2-3 % ( )
¢35  %. { )
e. lebih dari5 %. ( )



54. Apakah di di negara asal juga ada perusahaan yang sejenis dengan
perusahaan ini ?
a. Ya () b. Tidak ¢ )

55. Bila ada apakah ada bahan baku tertentu yang harus dipasok (disuply)
dari perusahaan di Jepang tersebut ?
a. Ya () b. Tidak ( )
Bila ya, kira-kira berapa persen?..................... %

56. Dalam kontrak lisensi paten, apakah ada klausula tentang kesediaan
pemberi lisensi (licensor) untuk mengalihkan teknologinya kepada (TKI) ?
a. Ya ( ) b. Tidak ( ) ©

57. Mengapa teknologi yang digunakan tidak dipatenkan di Indonesia ?

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................

58. Apakah ada kewajiban bagi Perusahaan ini untuk memproduksi produk
*baru atas inovasi baru dari pemilik teknologi ?
a. Ya ( ) b. Tidak ( )

59. Bila terjadi perselisihan (sengketa), para pihak dalam perjanjian lisensi
paten memghendaki diselesaikan dengan cara apa ? '
a. dengan jalur formal (pengadilan), arbitrase ( )
b. cukup dengan musyawarah - ()
¢. cukup dengan angkat telepon ()
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